DINAS PENANAMAN MODAL DAN ELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jambi No 3 Telp. (061) 8829401
Binjai — 20723

| KREPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
l PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KOTA BINJAI
NOMOR :5001L-7 2 - 2041 [ic[Tahun 2023

TENTANG

STANDAR PELAYANAN DAN MAKLUMAT PELAYANAN PADA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
SATU PINTU KOTA BINJAI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
SATU PINTU KOTA BINJAI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik, yang mewajibkan setiap
penyelenggara pelayanan publik, untuk menyusun
dan menetapkan Standar Pelayanan dengan
memperhatikan  kemampuan penyelenggara,
Il kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan;
!. b. bahwa dalam rangka mewujudkan
: penyelenggaraan pelayanan publik yang baik dan
berkualitas, dan juga guna mewujudkan
pelayanan  prima kepada pengguna jasa
) pelayanan, maka setiap penyelenggara pelayanan
publik wajib menetapkan Standar Pelayanan dan
Maklumat Pelayanan;
c. bahwa sebagaimana dimaksud huruf a dan hurul b,
perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota
Binjai tentang Standar Pelayanan dan Maklumat
Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai.
Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomaor
1092);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4724,
: 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 (entan
| Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesis

. Tahun 2009 Nomor 112, Ta
? | Republik Indonesia Nomor Slrﬁ::llhﬂn Lembaran Negara

& ! Elldilltu-ll}llrliln“ Nomor 23 Tahun 2014 tentang
hftrl]l}:n::l':':'u? D?Emh (Lembaran Negara R*—'P“b“"‘-
Negara Rl,pl:ﬂ;:'!z 2014 Numur 244, Tambahan Lembaran
telah digbgy, Il"-hl.mi“n""“'" Nomaor 5587), sebagaimana
Undang Rt "‘-mﬁﬂ kali terakhir dengan Undang
ahun 2022 tentang  Hubungan
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Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012, tentang
Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan
Standar Pelayanan;

7. Peraturan Menteri Pendayapunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan Publik;

8. Peraturan Menteri Negara Republik Indonesia Nomor 3
Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan
Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri
dan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KOTA BINJAI
TENTANG  STANDAR PELAYANAN DAN  MAKLUMAT
PELAYANAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KOTA BINJAL

KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan pada
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu
Pintu Kota Binjai sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Dalam menyelenggarakan pelayanan guna memenuhi Standar
Pelayanan dan Maklumat Pelayanan scbagaimana dimaksud
dalam Diktum KESATU, seluruh pegawai wajib mengikuti
ketentuan sebagaimana yang termuat dalam pedoman yang
dituangkan dalam Lampiran Keputusan ini

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam
penetapan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana
mestinys;

Ditetapkan di Binjai
pada tanggal o Waret 2023

KEPALA.DINAS PENANAMAN MODAL
/ uﬁh‘ﬂmm_ ANAN PERIZINAN TERPADU
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LAMPIRAN |

i Flwrg PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KOTA BINJAI

NOMOR ce00. 7.2 er.) [re[1anun 2025

TR g Mare| 2623

pERIZINAN BERUSAHA MELALUI

gASED APPROACH

ONLINE SINGLE SUBMISSION RISK

TANDA
SNGLE S:BPELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA MELALUI ONLINE
sl MISSION RISK BASED APPROACH RISIKO RENDAH DAN
MENENGAH RENDAH BERBANTUAN

NO | KOMPONEN URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN
1. | Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020

tentang Cipta Kerja

2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6617);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan  Perizinan
Berusaha di Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6618)

4. Peraturan Kepala Badan Koordinasi
penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021
tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan
perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan

Fasilitas Penanaman Modal

2 Persyaratan |1. Data Usaha

2. Kartu Tanda Penduduk

3. No Whatsapp/Email —

N
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Sistem Iclayanan Hadir Langsung ke Ruang Pelayanan
Mekanisme  [DPMPPTSP

dan Prosedur

Jangka 30 menit dimulai sejak mendapatkan pelayanan
Waktu
Pelayanan

Biaya/Tarif | Tidak ada biaya/tariff

Produk 1. Pendaftaran NIB Baru
Pelayanan 2. Perubahan Data Berusaha/Pelaku Usaha

Sarana dan |1. Ruang Pelayanan berpendingin

Prasarana 2. Gawai/Handphone/Whatsapp
dan/atau 3. Ruang dan Kursi Tunggu
Fasilitas 4. Mesin antrian
5. Komputer/Laptop
6. Printer
7. Jaringan Internet
'Kompetensi 1. Memiliki pengetahuan tentang Perizinan
Pelaksana Berusaha Berdasarkan Peraturan Pemerintah

Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko;

2. Memiliki pengetahuan tentang Perizinan
Berusaha Berdasarkan Peraturan Pemerintah
Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di
Daerah;

3. Memiliki pengetahuan tentang 0SS RBA, dan

—
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dapat mengoperasikan Sistem Informasi; dan
4. Memiliki menyampaikan

informasi,

kemampuan
bertanggung jawab dan santun

kepada pihak yang memerlukan.

9 | Pengawasan | 1.Dilakukan secara berjenjang hingga di tingKat |
Internal pengawasan Jabatan Pimpinan Tinggi
Pratama;
2. Dilakukan sistem pengendalian internal
pemerintah dan pengawasan fungsional oleh
Inspektorat; dan
3. Dilakukan secara berkelanjutan.
10 | Pecnanganan | 1. Secara Offline (Datang Langsung)
Pengaduan, | 2. Secara Langsung (Online) :
Saran dan| a. Surat ditujukan kepada Kepala DPMPPTSP
Masukan/ b. Website (Dpmpptsp.binjai.go.id)
Apresiasi c. E-Masyarakat Kota Binjai
d. Instagram: dpmppstp.binjai
£ l w : ) denganPDipiak
_J Terkait
e
11 | Jumlah 5 Orang
Pelaksana
12 |Jaminan Pelayanan diberikan secara profesional dan
Pelayanan Bertanggungjawab
13 | Jaminan 1. Data usaha dan data pelaku usaha dijamin
Keamanan keamanan dan kerahasiannya;
dan 2. Petugas pelayanan memiliki kompetensi yang

Keselamatan

Pelayanan

memadai; dan

3. Maklumat Pelayanan

_
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14

-

Evaluasi
Kinerja
Pelaksana

1. Pelaksanaan evalvuasi  kinerja  dilakukan
secara berkala minimal setiap 3 (tiga) bulan

2. Pelaksanaan  survei kepuasan  untuk
perbaikan  dan peningkatan kinerja

pelayanan

Binjai, 0% Maret 2023

Cji "KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
*PEL@V};NAH PERIZINAN TERPADU SATU
A BINJAI

NIP. 19770312 199602 Z 001
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2. STANDAR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA MELALUI ONLINE SNGLE
SUBMISSION RISK BASED APPROACH RISIKO MENENGAH TINGGI DAN
TINGGI BERBANTUAN

NO | KOMPONEN URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN
1. |Dasar Hukum [1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020

tentang Cipta Kerja

2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6617);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan  Perizinan
Berusaha di Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6618)

4. Peraturan Kepala Badan Koordinasi
Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021
tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan

Fasilitas Penanaman Modal

2 Persyaratan |1. Data Usaha

i

Kartu Tanda Penduduk

No Whatsapp/Email

ol

NPWP

5. Persyaratan Standar Usaha sesuai
PeraturanMenteri tentang Standar Usaha per
sektor(dalam format PDF)

3 | Sistem Pelayanan Hadir Langsung ke Ruang Pelayanan
Mekanisme DPMPPTSP
dan Prosedur

B Dipindai dengan CamScanner
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Jangka 1. 30 menit untuk bantuan proses input dimulai

Waktu sejak mendapatkan pelayanan (data dukung

Pelayanan persyaratan sudah dalam bentuk file pdf).
Apabila file pendukung persyaratan belum
dalam bentuk pdf, waktu menyesuaikan
dengan lamanya waktu yang diperlukan untuk
proses scan dokumen.

2. Maksimal 7 hari untuk proses verifikasi dan
tinjau lapang oleh Dinas Teknis.

3.1 hari untuk proses persetujuan oleh
Koordinator Pelayanan Perizinan (catatan:
Persyaratan Teknis sudah sesuai)

4. 1 hari untuk proses persetujuan oleh Kepala
Dinas PMPTSP.

Biaya/Tarif | Tidak ada biaya/tarif

Produk 1. Pendaftaran NIB Baru
Pelayanan 2. Sertipilcat Standar atau lzin
3. Perubahan Data Berusaha/Pelaku Usaha

Sarana dan | 1. Ruang Pelayanan berpendingin
Prasarana 2. Gawai/Handphone/Whatsapp

Dipindai dengan CamScanner
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Fasilitas

3.

Ruang dan Kursi Tunggu

4. Mesin antrian
5. Komputer/Laptop
6. Printer
7. Jaringan Internet
8 | Kompetensi 1. Memiliki pengetahuan tentang Perizinan
Pelaksana Berusaha Berdasarkan Peraturan Pemerintah
Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko;
2. Memiliki pengetahuan tentang Perizinan
Berusaha Berdasarkan Peraturan Pemerintah
Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di
Daerah;
3. Memiliki pengetahuan tentang 055 RBA, dan
dapat mengoperasikan Sistem Informasi; dan
4. Memiliki kemampuan menyampaikan
informasi, bertanggung jawab dan santun
kepada pihak yang memerlukan.
5. Peraturan Menteri tentang Standar Usaha
sesuai sektor masing-masing
9 Pengawasan 1. Dilakukan secara berjenjang hingga ditingkat
Internal pengawasan Jabatan Pimpinan Tinggi
Pratama;
2. Dilakukan sistem pengendalian internal
pemerintah dan pengawasan fungsional oleh
Inspektorat; dan
3. Dilakukan secara berkelanjutan.
10 |Penanganan | 1. Secara Offline (Datang Langsung)
Pengaduan, 2. Secara Langsung (Online) :
Saran dan a. Surat ditujukan kepada Kepala DPMPPTSP
Masukan/ b. Website (Dpmpptsp.binjai.go.id)
Apresiasi c. E-Masyarakat Kota Binjai

d. Instagram: dpmppstp.binjai

B Dipindai dengan CamScanner
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11 | Jumlah 5 Orang
Pelaksana

12 | Jaminan Pelayanan diberikan secara profesional dan
Pelayanan Bertanggungjawab

13 |Jaminan 1. Data usaha dan data pelaku usaha dijamin
Keamanan keamanan dan kerahasiannya;
dan 2. Petugas pelayanan memiliki kompetensi yang
Keselamatan memadai; dan
Pelayanan 3. Maklumat Pelayanan

14 | Evaluasi 1. Pelaksanaan evaluasi kinerja dilalkukan
Kinerja secara berkala minimal setiap 3 (tiga) bulan
Pelaksana 2. Pelaksanaan survei  kepuasan untulc

perbaikan dan peningkatan kinerja

Pelayanan

Binjai, pemonit 2023

Pj KE:FALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
KFEL&YAHAN PERIZINAN TERPADU SATU
-PINTU K A‘B[NMI

bl g

HENY SRI DEWI SITEPU, SE, MSP
PEMBINA

NIP.19770312 199602 2 001
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3. Perizinan Berusaha Untuk Mendukung Kegiatan Usaha (PB UMKU)Melalui
Online Single Submission Risk Based Approached (0SS REA)

STANDAR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA UNTUKMENDUKUNG
KEGIATAN USAHA (PB UMKU) MELALUI ONLINESINGLE SUBMISSION RISK
BASED APPROACH BERBANTUAN

NO

KOMPONEN

URAIAN

PENYAMPAIAN LAYANAN

1.

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja

2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6617);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan  Perizinan
Berusaha di Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6618)

4. Peraturan Kepala Badan Koordinasi
Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021
tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan

Fasilitas Penanaman Modal

Persyaratan

1. Data Usaha

2. Kartu Tanda Penduduk

3. No Whatsapp/Email

4. NPWP

5. Persyaratan Standar Usaha sesuai
PeraturanMenteri tentang Standar Usaha per
sektor(dalam format PDF)

Sistem
Mekanisme

dan Prosedur

chiayannn Hadir Langsung ke Ruang Pelayanan
DPMPPTSP

B Dipindai dengan CamScanner
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4. |Jangka 1. 30 menit untuk bantuan proses input dimulai
Waktu sejak mendapatkan pelayanan (data dukung
Pelayanan persyaratan sudah dalam bentuk file pdf).

Apabila file pendukung persyaratan belum
dalam bentuk pdf, waktu menyesuaikan
dengan lamanya waktu yang diperlukan untuk
proses scan dokumen.

2. Maksimal 7 hari untuk proses verifikasi dan
tinjau lapang oleh Dinas Teknis.

3.1 hari untuk proses persetujuan oleh
Koordinator Pelayanan Perizinan (catatan:
Persyaratan Teknis sudah sesuai)

4. 1 hari untuk proses persetujuan oleh Kepala
Dinas PMPTSP.

5. |Biaya/Tarif | Tidak ada biaya/tariff

6. | Produk 1. PB UMKU Baru
Pelayanan 2. Perpanjangan PB UMKU

7. |Sarana dan |1. Ruang Pelayanan berpendingin
Prasarana 2. Gawai/Handphone/Whatsapp
dan/atau 3. Ruang dan Kursi Tunggu

Dipindai dengan CamScanner
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Fasilitas

4. Mesin antrian
5. Komputer/Laptop
6. Printer
7. Jaringan Internet
8 | Kompetensi | 1. Memiliki pengetahuan tentang Perizinan
Pelaksana Berusaha Berdasarkan Peraturan Pemerintah
Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko;
2. Memiliki pengetahuan tentang Perizinan
Berusaha Berdasarkan Peraturan Pemerintah
Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di
Daerah;
3. Memiliki pengetahuan tentang 0SS RBA, dan
dapat mengoperasikan Sistem Informasi; dan
4. Memiliki kemampuan menyampaikan
informasi, bertanggung jawab dan santun
kepada pihak yang memerlukan.
5. Peraturan Menteri tentang Standar Usaha
sesuai sektor masing-masing
9 Pengawasan 1. Dilakukan secara berjenjang hingga di tingkat
Internal pengawasan Jabatan Pimpinan Tinggl
Pratama;
2. Dilakukan sistem pengendalian internal
pemerintah dan pengawasan fungsional oleh
Inspektorat; dan
3. Dilakukan secara berkelanjutan.
10 | Penanganan | 1. Secara Offline (Datang Langsung)
Pengaduan, | 2. Secara Langsung (Online) :
Saran dan a. Surat ditujukan kepada Kepala DPMPPTSP
Masukan/ b. Website (Dpmpptsp.binjai.go.id)
Apresiasi c. E-Masyarakat Kota Binjai

d. Instagram: dpmppstp.binjai

B Dipindai dengan CamScanner
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11 | Jumlah 5 Orang
Pelaksana

12 |Jaminan Pelayanan diberikan secara profesional dan
Pelayanan bertanggungjawab

13 | Jaminan 1. Data usaha dan data pelaku usaha dijamin
Keamanan keamanan dan kerahasiannya;
dan 2. Petugas pelayanan memiliki kompetensi yang
Keselamatan memadai; dan
Pelayanan 3. Maklumat Pelayanan

14 | Evaluasi 1. Pelaksanaan evaluasi Kkinerja dilakukan
Kinerja secara berkala minimal setiap 3 (tiga) bulan
Pelaksana 2. Pelaksanaan survei kepuasan  untuk

perbaikan  dan peningkatan kinerja
pelayanan

N
\'\"‘“H

Binjai, 06 maT 2023

Pj. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
_PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU
/ F_lm'u m‘a BINJAI

——'-'/ -
ENY-SRI DEWI smspu. SE, MSP

PEMBINA
NIP. 19770312 199602 2 001
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4. Konfirmasi dan/atau Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
(K3PR/PKKPR) Nanberusaha

STANDAR PELAYANAN KONFIRMASI DAN/ATAU PERSETUJUAN

KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG (K3PR/PKKPR)NON

BERUSAHA

NO | KOMPONEN URAIAN

PENYAMPAIAN LAYANAN

1. |[Dasar Hukum |1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021

tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6617):

3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6633)

4. Peraturan Menteri Agraria dan  Tata
Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan
Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan
Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 330)

Fotocopy/Scan KTP
Fotocopy/Scan NFPWP

2 Persyaratan

1
2
3. Fotacopy/Scan Bukti Kepemilikan Tanah
4. Peta/Denah Lokasi yang dimohonkan

5. Gambar Rencana Teknis

6

Rencana Penggunaan Air Baku/Air Bersih

(jika kegiatan pemanfaatan ruarlgl'ljn"iJ

B Dipindai dengan CamScanner
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berdampak atau  berpengaruh  terhadap
ketersediaan dan kualitas air  baku/air
bersih)

7. Surat Kuasa (apabila dikuasakan)

B. Surat Pernyataan Tanah Tidak Dalam
Sengketa

9. Fotocopy/Scan Akta  Pendirian dan
Pengesahan Badan Hukum (untuk Badan
Hukum)

10. Permohonan Pertimbangan Teknis Model A

3 | Sistem Pelayanan Hadir Langsung ke Ruang Pelayanan
Mekanisme |[DPMPPTSP
dan Prosedur

4. | Jangka 1. 30 menit untuk bantuan proses input
Waktu dimulai sejak mendapatkan pelayanan (data
Pelayanan dukunp persyaratan sudah dalam bentuk file

pdf). Apabila file pendukung persyaratan
belum dalam bentuk pdf, waktumenyesuaikan
dengan lamanya waktu yang diperlukan untuk

proses scan dokumen.

Dipindai dengan CamScanner
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2. 2 hariuntuk proses penerbitan KRK oleh Dinas |
Teknis

3. Maksimal 10 hari untuk proses penerbitan
Pertimbangan Teknis Pertanahan (terhitung
setelah SPS dibayar)

4. Maksimal 7 hari untuk proses penerbitan
Rekomendasi Teknis Dinas Teknis

5.1 hari untuk proses persetujuan oleh
Koordinator Pelayanan Perizinan (catatam:
Persyaratan Teknis sudah sesuai)

6. 1 hari untuk proses persetujuan oleh Kepala
Dinas PMPTSP.

5. |Biaya/Tarif | Sesuai Peraturan Perundangan yang Berlaku
(hanya untuk PNBP)
6. | Produk 1. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan
Pelayanan Ruang (K3PR) Non Berusaha; dan/atau
2. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan
Pemanfaatan Ruang (PKKPR) Non Berusaha.
7. |Sarana dan |1. RuangPelayanan berpendingin
Prasarana 2. Gawai/Handphone/Whatsapp
dan/atau 3. Ruang dan Kursi Tunggu
Fasilitas 4. Mesin antrian
5. Komputer/Laptop
6. Printer
7. Jaringan Internet
8 Kompetensi 1. Memiliki pengetahuan tentang Perizinan
Pelaksana Berusaha Berdasarkan Peraturan Pemerintah

Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko;

2. Memiliki pengetahuan tentang Kesesuaian
Kegiatan Pemanfaatan Ruang Non Berusaha
sesuai Peraturan Menteri Agraria dan Tata
Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan
Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan
Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang;

3. Memiliki kemampuan dan dapat
mengoperasikan  Sistem  Informasi  E-
Perizinan; dan

B Dipindai dengan CamScanner
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4. Memiliki kemampuan menyampaikan
informasi, bertanggung jawab dan santun
kepada pihak yang memerlukan.

9 Pengawasan | 1. Dilakukan secara berjenjang hingga di tingkat
Internal pengawasan Jabatan Pimpinan  Tinggi
Pratama:
2. Dilakukan sistem pengendalian internal
pemerintah dan pengawasan fungsional oleh
Inspektorat; dan
3. Dilakukan secara berkelanjutan.
10 | Penanganan | 1. Secara Offline (Datang Langsung)
Pengaduan, 2. Secara Langsung (Online) :
Saran dan a. Surat ditujukan kepada Kepala DPMPPTSP
Masukan/ b. Website (Dpmpptsp.binjai.go.id)
Apresiasi c. E-Masyarakat Kota Binjai
d. Instagram: dpmppstp.binjai
11 |Jumlah 5 Orang
Pelaksana
12 | Jaminan Pelayanan diberikan secara profesional dan
Pelayanan bertanggungjawah
13 | Jaminan 1. Data usaha dan data pelaku usaha dijamin
Keamanan keamanan dan kerahasiannya;
dan 2. Petugas pelayanan memiliki kompetensi yang
Keselamatan memadai; dan
Pelayanan 3. Maklumat Pelayanan

Dipindai dengan CamScanner
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14 | Evaluasi . Pelaksanaan evaluasi  kinerja  dilakukan
Kinerja secara berkala minimal setiap 3 (tiga) bulan
Pelaksana . Pelaksanaan  survei kepuasan  untuk

perbaikan dan peningkatan  kinerja
pelayanan

Binjai, g murel 2023
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B Dipindai dengan CamScanner
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5. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)

STANDAR PELAYANAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG)
NO | KOMPONEN URAIAN
' PENYAMPAIAN LAYANAN

1. |DasarHukum [1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

Z. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha

i Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6617);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6633);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang
undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan  Gedung (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6628);

2 Persyaratan |1. Fotocopy/Scan Formulir Permohonan PBG
ditandatangani oleh pemohon

2. Fotocopy/Scan KTP/ KITAS Pemohon

3. Fotocopy/Scan KK (apabila kepemilikan
tanah atas nama orangtua/suami/istri)

4. Keterangan Rencana Kota (KRK) atau
Persetujuan Kesesuaian Kegiatan
Pemanfaatan Ruang (PKKPR)

5. Dokumen Rencana Teknis Bangunan:

a. Gambar Rencana Teknis Bangunan

B Dipindai dengan CamScanner
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b. Perhitungan Konstruksi Bangunan(untuk
bangunan 2 lantai/lebih  danj/atau
bentang struktur lebih dari 6 m,
Konstruksi baja, kolam renang)

6. Sertifikat Laik Fungsi dari Pengkaji Teknis
bersertifikasi (untuk bangunan yang sudah
berdiri)

7. Dataperencana konstruksi dan dilampiri SKA
dan KTP konsultan

8. Dokumen Lingkungan (SPPL/UKL
UPL/AMDAL/Pernyataan SPPL dari 0SSRBA)

9. Fotocopy/scan Surat Bukti Kepemilikan
Tanah/Sertifikat

10. Surat Perjanjian Pemanfaatan Tanah/Surat
Tidak Keberatan dari Pemilik Tanah (apabila
pemohon bukan pemilik tanah)/Surat
Perjanjian Sewa (apabila sewa)

11. Surat Pernyataan Tanah Tidak Dalam
Sengketa

12. NOP/Fotocopy Bukti Lunas Pajak PBB Tahun
terakhir/SPPT PBB (sudah lunas PBB 5
tahun terakhir) Status KSWP  Nasional
Valid dibuktikan

Sistem
Mekanisme

dan Prosedur

Pelayanan Hadir Langsung ke Ruang Pelayanan
DPMPPTSP

B Dipindai dengan CamScanner
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Jangka
Waktu

Pelayanan

1. 30 menituntuk bantuan proses input dimulai
sejale mendapatkan pelayanan (data dukung
persyaratan sudah lengkap dan dalam
bentuk file pdf). Apabila file
pendukung persyaratan belum dalam bentuk
pdf, waktu menyesuaikan dengan lamanya
waktu yang diperlukan untuk proses scan
dokumen.

2. Maksimal 7 hari untuk proses tinjau lapang,
penerbitan rekomendasi dan penghitungan
retribusi oleh Dinas Teknis.

3. 1 hari untuk proses penerbitan SKRD

4. 1 hari untuk proses verifikasi Sub Koordinator
Pelayanan DPMPPTSP  (setelah  retribusi
dibayar)

5.1 hari untuk proses persetujuan oleh
Koordinator Bidnag P3NP DPMPPTSP.

1 hari untuk proses persetujuan oleh Kepala
Dinas DPMPPTSP.

5.

Biaya/Tarif

Sesuai Peraturan Daerah Kota Binjai tentang

Retribusi Perizinan Tertentu .

Dipindai dengan CamScanner
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| Produk

1.

Persetujuan Bangunan ﬁ.dunp, {Pm‘] Haru

Pelayanan 2. Perubahan PBG
7. |Sarana dan ii Ef::::hglliggyandn be di
rpendingin
Prasarana 2. Gawai/Handphone/Whatsapp
dan/atau 3. Ruang dan Kursi Tunggu
Fasilitas 4. Mesin antrian
5. Komputer/Laptop
6. Printer
7. Jaringan Internet
8 Kompetensi |1, Memiliki pengetahuan tentang Perizinan
Pelaksana Berusaha Berdasarkan Peraturan Pemerintah
Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko;
2. Memiliki pengetahuan tentang Kesesuaian
Kegiatan Pemanfaatan Ruang Non Berusaha;
3. Memiliki pengetahuan tentang Persetujuan
Bangunan Gedung dan persyaratannya
sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor
16 Tahun 2021 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28
Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
4. Memiliki kemampuan dan dapat
mengoperasikan Sistem Informasi (SIMBG);
dan.
5. Memiliki kemampuan menyampaikan
informasi, bertanggung jawab
dan santun kepada pihak yang
memerlukan.
9 | Pengawasan | 1.Dilakukansecara berjenjang hingga ditingkat
Internal pengawasan Jabatan Pimpinan  Tinggi
Pratama;
2. Dilakukan sistem pengendalian internal
pemerintah dan pengawasan fungsional oleh
Inspektorat; dan
3. Dilakukan secara berkelanjutan.
10 | Penanganan | 1. Secara Offline (Datang Langsung)
Pengaduan, | 2. Secara Langsung (Online) :
Saran dan| a. Surat ditujukan kepada Kepala DPMPPTSF

-

b. Website (Dpmpptsp.binjai.go.id)

B Dipindai dengan CamScanner
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r e ¢. [E-Masyarakat Kola Binjai
Apresiasi
d. Instagram: dpmppstp.binjai
11 |Jumilah 5 Orang
Pelaksana
12 |Jaminan Pelayanan diberikan secara profesional dan
Pelayanan bertanggungjawab
13 | Jaminan 1. Data usaha dan data pelaku usaha dijamin
Keamanan keamanan dan kerahasiannya;
dan 2. Petugas pelayanan memiliki kompetensi yang
Keselamatan memadai; dan
Pelayanan 3. Maklumat Pelayanan
14 | Evaluasi 1. Pelaksanaan evaluasi kinerfa dilalkukan
Kinerja secara berkala minimal setiap 3 (tiga) bulan
Pelaksana 2. Pelaksanaan  survei kepuasan  untuk

perbaikan dan peningkatan kinerja
pelayanan

Binjai, p6 moret 2023
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6. Sertifikat Laik Fungs! (SLIF)

STANDAR PELAYANAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI (SLF)
NO | KOMPONEN ~ URAIAN
'PENYAMPAIAN LAYANAN
1. | DasarHukum [1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020

tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomeor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6617);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negaral
Republik Indonesia Nomor 6633);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung (Lembaran Negarad
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6628);

2 Persyaratan |1. Fotocopy/Scan Formulir Permohonan SLF

ditandatangani oleh pemohon

2. Fotocopy/Scan KTP / KITAS Pemohon

3. Fotocopy/Scan SK PBG/IMB

4. Keterangan Rencana Kabupaten (KRK) atau
Persetujuan Kesesuaian Kegiatan
Pemanfaatan Ruang (PKKPR)

5. Dokumen Lingkungan (SPPL; UKL/UPL;
AMDAL; Penyataan SPPL dari 0SS RBA)

6. Dokumen Rencana Teknis Bangunan:

R nffE d. Aaliitial snenivaiia LR paliguiiail

s -1 a. Gambar Rencana Teknis Bangunan

B Dipindai dengan CamScanner
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b. Perhitungan Konstruksi Banpgunan (untuk
bangunan 2  lantai/lebih  dan/atau
bentang struktur lebih dari 6 m,Konstruksi

[ SpR——

baja, kolam renang)
7. Laporan Pemeriksaan Kelaikan Fungsi

Bangunan Gedung dari konsultan berupa:

a. Daftar Simak Pemeriksaan Kelaikan
Fungsi dari Penyedia Jasa

b. Surat Pernyataan Kelaikan Fungsi dari
Penyedia Jasa

¢. Dokumen Ikatan Kerja dengan penyedia
jasa pengawasan konstruksi

d. Fotocopy KTP dan Sertifikat penyedia jasa
pengawasan konstruksi

8. Fotocopy/scan Surat Bukti Kepemilikan
Tanah /Sertifikat

9. Fotocopy/Scan KK (apabila kepemilikan
tanah atas pama orangtua/suami/istri)

10. Surat Perjanjian Pemanfaatan Tanah/Surat
Tidak Keberatan dari Pemilik Tanah (apabila
pemohon bukan pemilik tanah)/Surat
Perjanjian Sewa (apabila sewa)

Surat Pernyataan Tanah Tidak Dalam
Sengketa

12. NOP/Fotocopy Bukti Lunas Pajak PBB Tahun
terakhir/SPPT PBB (lunas PBB 5 tahun

terakhir)
i1. Status KSWP Nasional Valid dibuktikan

dengan screenshot valid

Sistem Pelayanan Hadir Langsung ke Ruang Pelayanan
Mekanisme |[DPMPPTSP

dan Prosedur

B Dipindai dengan CamScanner
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Jangka
Waltu
Pelayanan

1. 30 menit untuk bantuan proses input
dimulai sejak mendapatkan pelayanan (data
dulung persyaratan sudah dalam bentuk file
pdf). Apabila file pendukung
persyaratan belum dalam bentuk pdf, waktu
menyesuaikan dengan lamanya waktu yang
diperlukan untuk preses scan dokumen.

2. Maksimal 7 hari untuk proses tinjau lapang,
penerbitan rekomendasi oleh Dinas Teknis.

3. 1 hari untuk proses verifikasi Sub
Koordinator Pelayanan DPMPPTSP.

4. 1 hari untuk proses persetujuan oleh Kepala
Dinas PMPTSP.

Biaya/Tarif

Tidak ada biaya/tarif

Produk
Pelayanan

Sertifikat Laik Fungsi (SLF)

7.

Sarana dan

Prasarana

1. Ruang Pelayanan berpendingin
2. Gawai/Handphone/Whatsapp

Dipindai dengan CamScanner
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dan/atau
Fasilitas

3. Ruang dan Kursi Tunggu
Mesin antrian

. Komputer/Laptop

. Jaringan Internet

Kompetensi
Pelaksana

4.

5

6. Printer

7

1. Memiliki pengetahuan tentang Perizinan
Berusaha Berdasarkan Peraturan Pemerintah
Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko;

2. Memiliki pengetahuan tentang Kesesuaian
Kegiatan Pemanfaatan Ruang Non Berusaha;

3. Memiliki pengetahuan tentang Persetujuan
Bangunan Gedung dan persyaratannya
sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor
16 Tahun 2021 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-undang Nomeor 28
Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

4. Memiliki kemampuan dan dapat
mengoperasikan Sistem Informasi (SIMBG);
dan.

5. Memiliki kemampuan menyampaikan
informasi, bertanggung jawab
dan santun kepada  pihak  yang

memerlukan.

Pengawasan

Internal

1. Dilakukan secara berjenjang hingga ditingkat
pengawasan Jabatan Pimpinan  Tinggi
Pratama;

2. Dilakukan sistem pengendalian internal
pemerintah dan pengawasan fungsional oleh
Inspektorat; dan

3. Dilakukan secara berkelanjutan. |

10

Penanganan
Pengaduan,
Saran dan
Masukan/

Apresiasi

1. Secara Offline (Datang Langsung)

2. Secara Langsung (Online) :
a. Surat ditujukan kepada Kepala DPMPPTSP
b. Website (Dpmpptsp.binjai.go.id)
c. E-Masyarakat Kota Binjai

d. Instagram: dpmppstp.hinjai N

B Dipindai dengan CamScanner
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ESNE

11 | Jumlah 5 Orang
Pelaksana

12 |Jaminan Pelayanan diberikan secara profesional dan
Pelayanan bertanggungjawab

13 |Jaminan 1. Data usaha dan data pelaku usaha dijamin
Keamanan keamanan dan kerahasiannya;
dan 2. Petugas pelayanan memiliki kompetensi yang

Keselamatan

memadai; dan

Pelayanan 3. Maklumat Pelayanan

14 | Evaluasi 1. Pelaksanaan evaluasi kinerja dilakukan
Kinerja secara berkala minimal setiap 3 (tiga) bulan
Pelaksana 2. Pelaksanaan survei kepuasan  untuk

perbaikan  dan peningkatan kinerja
pelayanan

Binjai, o& mored 2023
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Dipindai dengan CamScanner
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7. 1zin Pendirian Satuan Pendidikan

STANDAR PELAYANAN IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN

NO

KOMPONEN

URAIAN

PENYAMPAIAN LAYANAN

1.

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6617);

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomer 81 Tahun 2013 tentang
Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor B77);

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pendirian, Perubahan, dan
Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan
Menengah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 607); dan

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang
Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 1279).

Persyaratan

1. Akta Pendirian yayasan
2, Dokumen NIB

3. Foto copy KTP penanggung jawab satuan
pendidikan;

4. Foto copy Surat Keputusan Pengesahan
Badan Hukum Perseroan Terbatas dari

B Dipindai dengan CamScanner
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fzin

Jangka
Waktu

Pelayanan

L

5.

30 menit untuk bantuan proses input
dimulai sejak mendapatkan pelayanan (data
dukung persyaratan sudah dalam bentuk file
pdf). Apabila file pendukungpersyaratan
belum dalam bentuk pdf, waltu
menyesuaikan dengan lamanya waktu yang
diperlukan untuk proses scan dokumen.
Maksimal 7 hari untuk proses tinjau lapang,
penerbitan rekomendasi oleh  Dinas
Pedidikan.

. 1 hari untuk proses verifikasi Koordinator

Pelayanan Perizinan

1 hari untuk proses penerbitan SK oleh
Backoffice DPMPPTSP.

1 hari untuk proses validasi dan
Tanda tangan oleh Kepala Dinas
PMPTSP.

Biaya/Tarif

Tidak ada biaya/tarif

Produk

Pelayanan

Izin Pendirian Satuan Pendidikan

Dipindai dengan CamScanner
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hSarana dan
Prasarana
dan/atau

Fasilitag

Ruang Pelayanan berpendingin
Gawai/Handphone/Whatsapp
Ruang dan Kursi Tunggu

Mesin antrian
Komputer/Laptop

s N

Printer

N

Jaringan Internet

Kompetensi
Pelaksana

1. Memiliki pengetahuan
Berusaha Berdasarkan Peraturan Pemerintah
Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan

tentang Perizinan

Berusaha Berbasis Risiko;

2. Memiliki pengetahuan tentang persyaratan
pendirian satuan pendidikan;

3. Memiliki
mengoperasikan
(E-Perizinan); dan

4. Memiliki

informasi,

kemampuan dan dapat

Sistem Informasi
kemampuan menyampaikan
jawab dan

santun kepada pihak yang memerlukan.

bertanggung

Pengawasan
Internal

1. Dilakukan secara berjenjang hingga di tingkat

pengawasan  Jabatan Pimpinan Tinggi
Pratama;
2. Dilakukan

pemerintah dan pengawasan fungsional oleh

sistem pengendalian internal

Inspektorat; dan
3. Dilakukan secara berkelanjutan.

10

Penanganan
Pengaduan,
dan
Masukan/

Apresiasi

Saran

1. Secara Offline (Datang Langsung)
2. Secara Langsung (Online) :
a. Surat ditujukan kepada Kepala DFMPPTSP
b. Website (Dpmpptsp.binjai.go.id)
c. E-Masyarakat Kota Binjai
d. Instagram: dpmppstp.binjai

dengan PO/Pihak
Terkalt

[ o

B Dipindai dengan CamScanner
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11 | Jumlah 5 Orang

Pelaksana
(12 |Jaminan Pelayanan diberikan secara profesional dan

Pelayanan bertanggungjawab

13 | Jaminan 1. Data usaha dan data pelaku usaha dijamin
Keamanan keamanan dan kerahasiannya;
dan 2. Petugas pelayanan memiliki kompetensi yang
Keselamatan memadai; dan
Pelayanan 3. Maklumat Pelayanan

14 | Evaluasi 1. Pelaksanaan evaluasi kinerja dilakukan
Kinerja secara herkala minimal setiap 3 (tiga) bulan
Pelaksana 2. Pelaksanaan survei kepuasan  untuk

perbaikan dan peningkatan kinerja

pelayanan

Binjai. 06 rnaret 2023

Pj. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
- PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU
/ PINTUKQTA BINJAI

¥
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PEMBINA
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B Dipindai dengan CamScanner
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8. Surat lzin prakuk dokter umum/gigl/spesialls

STANDAR PELAYANAN SURAT PRAKTIK DOKTER UMUM/GIGI/SPESIALIS

NO

KOMPONEN

URAIAN

PENYAMPAIAN LAYANAN

1.

Dasar Hukum

1,

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6617);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor:
2052/menkes/per Tahun 2021 tentang izin
praktik dokter umum/gigi/spesialis

Persyaratan

1.

Surat permohonan surat izin praktik dokter umum

2. Surat permohonan diatas kertas segel materai

3.

Rp.10000,-
Rekomendasi dari Organisasi profesi
Rekomendasi dari Kepala Puskesmas ( Bagi
Peraktik Mandiri ]
Surat keterangan berbadan sehat
Surat Tanda Registrasi (STR) asli legalisir
Surat pernyataan tempat peraktik
Surat ijin ataasan langsung ( Bagi Pns )
Foto copy KTP (2 lembar)

10. Foto copy ijazah legalisir (2 lembar)

11. Pas photo 3x4, 2x3 masing-masing 2 lembar

12. Foto copy SIP yang sudah ada

13. Fotocopy KPE ( Bagi PNS)

14. Fotocopy Sertifikat Vaksin Covid 19 ke- 1,2 dan 3

15. Izin Operasional

B Dipindai dengan CamScanner



https://v3.camscanner.com/user/download

3

Sistem
Mekanisme
dan Prosedur

“Pelayanan Hadir Langsung ke Ruang Pelayanan

DPMPPTSI

4,

Jangka
Waktu
Pelayanan

1. 30 menit untuk bantuan proses Inpudimujai
sejak mendapatkan pelayanan (data dukung
persyaratan sudah dalam bentuk file pdf).
Apabila file pendukung persyaratan belum
dalam bentuk pdf, waktu menyesuaikan
dengan lamanya waktu yang diperlukan untuk
proses scan dokumen.

2. Maksimal 7 hari untuk proses verifikasi dan
penerbitan  rekomendasi  oleh Dinas
Kesehatan.

3. 1 hari untuk werifikasi oleh Koordinator
Pelayanan Perizinan

4. 1 hari untuk proses penerbitan SK oleh
Backoffice DPMPPTSP.

5. 1 hari untuk proses validasi dan
ditandatangai oleh Kepala Dinas PMPTSP.

Biaya/Tarif

Tidak ada biaya/tarif

6¢

Produk
Pelayanan

1. Surat izin praktik dokter umum/gigi/spesialis
2. Perpanjangan Surat izin praktik dokter

Dipindai dengan CamScanner
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i

umum /gigl/spesialis

Sarana  dan
Prasarana
dan/atau
Fasilitas

Ruang Pelayanan berpendingin
Gawai/Handphone/Whatsapp
Ruang dan Kursi Tunggu
Mesin antrian

Komputer/Laptop

. Printer

Kompetensi

Pelaksana

SN

. Jaringan Internct
. Memiliki pengetahuan tentang Perizinan

Berusaha Berdasarkan Peraturan Pemerintah
Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan

Berusaha Berbasis Risiko;

. Memiliki pengetahuan tentang persyaratan

izin teknik dokter umum/gigi/spesial

. Memiliki kemampuan dan dapat

mengoperasikan  Sistem  [nformasi  E-

Perizinan; dan

. Memiliki kemampuan menyampaikan

informasi, bertanggung jawab dan santun
kepada pihak yang memerlukan.

Pengawasan

Internal

. Dilakukan secara berjenjang hingga ditingkat

pengawasan [abatan Pimpinan Tinggi

Pratama;

.Dilakukan sistem pengendalian internal

pemerintah dan pengawasan fungsional oleh

Inspektorat; dan

. Dilakukan secara berkelanjutan.

10

Penanganan
Pengaduan,
Saran dan
Masukan/
Apresiasi

ot £

. Secara Offline (Datang Langsung)
. Secara Langsung (Online) :

a. Surat ditujukan kepada Kepala DPMPPTSP
b. Website (Dpmpptsp.binjai.go.id)
c. E-Masyarakat Kota Binjai

d. Instagram: dpmppstp.binjai

B Dipindai dengan CamScanner
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11 |Jumlah 5 Orang
Pelaksana

12 | Jaminan Pelayanan diberikan secara profesional dan
Pelayanan bertanggungjawab

13 |Jaminan 1. Data usaha dan data pelaku usaha dijamin
Keamanan keamanan dan kerahasiannya;
dan 2. Petugas pelayanan memiliki kompetensi yang
Keselamatan memadai; dan
Pelayanan 3. Maklumat Pelayanan

14 | Evaluasi 1. Pelaksanaan evaluasi kinerja dilakukan
Kinerja secara berkala minimal setiap 3 (tiga) bulan
Pelaksana 2. Pelaksanaan  survei kepuasan  untuk

perbaikan dan  peningkatan  kinerja

pelayanan

Binjai, 06 mared 2023

Pj._KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
o ;}Lﬂaw PERIZINAN TERPADU SATU
/' /PINTU KOTA BINJAI
[ i f 54 m I".

.J.': ( E

..'\_ o ‘ f#

" HENY SRI DEWI SITEPU, 3E, MSP
PEMBINA

NIP. 19770312 199602 2 001

Dipindai dengan CamScanner
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9, Surat lzin Praktik Bidan

STANDAR PELAYANAN IZIN PRAKTIK BIDAN

NO | KOMPONEN URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN
1. | DasarHukum [1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020

]

tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6573);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021

tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6617);

3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
1464/MENKES/PER/X Tahun 2010 tentang
Izin praktik bidan

2 Persyaratan 1. Surat Permohonan Izin praktik bidan
Fotocopy ijazah

Fotocopy STR Legalisir yang masih berlaku
Surat keterangan Berbadan Sehat

Surat Pernyataan Tempat Kerja/Praktik
Fotocopy KTP ( 2 Lembar )

Pas Photo 3x4, 2x3 (2 Lembar)

Rekomendasi dari Kepala Puskesmas di Wilayah
Kerja Kota Binjai

9.  Rekomendasi dari Organisasi Profesi

® N oo e W

10. Data sarana dan Inventarisasi peralatan dan denah
lokasi + denah bangunan + foto situasi minimal 2 [
bagi praktik bidan )

11. Surat Izin atasan langsung ( Bagi PNS )

12.  Surat keterangan dari pimpinan fasilitas pelayanan
kesehatan tempat Bidan akan berpraktif

13. Fotocopy KPE ( Bagi PNS)

14. SIP sebelumnya ( Untuk Perpanjangan SIP )

15. Fotocopy Sertifikat Covid 19 Ke- 1,2 dan 3

_—

B Dipindai dengan CamScanner
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16. Fotocopy lzin Operasional Sarana Kesehatan

Sistem L’elayanzn Hadir Langsung ke Ruang Pelayanan
PMPPTSP

Mekanisme
dan Prosedur

Jangka 1. 30 menituntuk bantuan proses input dimulai
Waktu sejak mendapatkan pelayanan (data dukung
Pelayanan persyaratan sudah dalam bentuk file pdf).

Apabila file pendukung persyaratan belum
dalam bentuk pdf, waktu menyesuaikan
dengan lamanya waktu yang diperlukan untuk
proses scan dokumen.

2. Maksimal 7 hari untuk proses verifikasi dan
penerbitan  rekomendasi oleh  Dinas
Kesehatan.

3. 1 hari untuk verifikasi oleh Koordinator
Pelayanan Perizinan

4, 1 hari untuk proses penerbitan SK oleh
Backoffice DPMPPTSP.

5. 1 hari untuk proses validasi dan
ditandatangai oleh Kepala Dinas PMPTSP.

Dipindai dengan CamScanner
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5. [Miaya/Taril [ “Tidak ada blaya/tarif
6. |Produk 1. Surat Izin praktik bidan - |
Pelayanan 2. Perpanjangan izin praktik bidan
7. |Sarana  dan |1. Ruang Pelayanan berpendingin -
Prasarana 2. Gawai/Handphone/Whatsapp
dan/atau 3. Ruang dan Kursi Tunggu
Fasilitas 4. Mesin antrian
5. Komputer/Laptop
6. Printer
7. Jaringan Internet
8 Kompetensi | 1. Memiliki pengetahuan tentang Perizinan
Pelaksana Berusaha Berdasarkan Peraturan Pemerintah
Nomor § Tahun 2021 tentang Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko;
2. Memiliki pengetahuan tentang persyaratan
izin praktik bidan
3. Memiliki kemampuan dan dapat
mengoperasikan  Sistem  Informasi  E-
Perizinan; dan
4, Memiliki kemampuan menyampaikan
informasi, bertanpggung jawab dan santun
kepada pihak yang memerlukan.
9 Pengawasan 1. Dilakukan secara berjenjang hinpgga ditingkat
Internal pengawasan Jabatan Pimpinan  Tinggi
Pratama;
2. Dilakukan sistem pengendalian internal
pemerintah dan pengawasan fungsional oleh
Inspektorat; dan
3. Dilakukan secara berkelanjutan.
10 |Penanganan | 1. Secara Offline (Datang Langsung)
Pengaduan, 2. Secara Langsung (Online) :
Saran dan a. Surart ditujukan kepada Kepala DPMPPTSP
Masukan/ b. Wehsite (Dpmpptsp.binjai.go.id)
Apresiasi c. E-Masyarakat Kota Binjai

d. Instagram: dpmppstp.binjai

B Dipindai dengan CamScanner
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11 | Jumlah 5 Orang
Pelaksana
12 | Jaminan Pelayanan diberikan secara profesional dan
Pelayanan bertanggungjawab
13 | Jaminan 1. Data usaha dan data pelaku usaha dijamin
Keamanan keamanan dan kerahasiannya;
dan 2. Petugas pelayanan memiliki kompetensi yang
Keselamatan memadai; dan
Pelayanan 3. Maklumat Pelayanan
14 | Evaluasi 1. Pelaksanaan evaluasi kinerja dilakukan
Kinerja secara berkala minimal setiap 3 (tiga) bulan
Pelaksana 2. Pelaksanaan survei kepuasan  untuk
perbaikan dan  peningkatan kinerja
pelayanan

Binjai, oo martt 2023

Pj, KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
_~"PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU
~—PINTU KOTA BINJAI

(" | ad

Fiv f A"
2

3 L @ G -
HENY SRI DEWI SITEPU, SE, MSP
PEMBINA
NIP. 19770312 199602 2 001

Dipindai dengan CamScanner
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10, lzin Prakuik Perawat

STANDAR PELAYANAN IZIN PRAKTIK PERAWAT

ND | KOMPONEN URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN

1. | DasarHukum |[1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6573);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021

tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6617);

3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
hk.02.02/menkes/148 Tahun 2010 tentang
Izin praktik perawat

2 Persyaratan 1. Surat Permohonan lzin Praktik perawat

2. Fotocopy ljazah yang di syahkan oleh pimpinan
penyelenggara pendidikan

Foto copy STR Legalisir yang masih berlaku
Fotocopy KTP ( 2 Lembar )

Surat Pernyataan Tempat Kerja/Praktik
Rekomendasi dari Organisasi Profesi

Pas Photo ,3x4,2x3 (2 Lembar)

Data sarana dan Inventarisasi peralatan dan denah

T A L

lokasi ( bagi praktik perawat )

9. Surat keterangan Berbadan Sehat

10. Rekomendasi dari Kepala Puskesmas di Wilayah
Kerja Kota Binjai

11. Surat Izin atasan langsung ( Bagi PNS )

12. Fotocopy KPE { Bagi PNS )

13. Fotocopy Sertifikat Vaksin Covid 19 ke- 1,2 dan 3

14. Fotocopy lzin Operasional Sarana Kesehatan

|

B Dipindai dengan CamScanner
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Sistem
Melkanisme
dan Prosedur

Janpka
Waktu
Pelayanan

Blaya/Tarlf

e -

Produk

Pelayanan

Poluyanan Hadie Langsung ke Ruang Pelayanan
neEMperrspe

1. 30 menit untuk bantuan proses input dimulal
sejak mendapatkan pelayanan (data dubkung
persyaratan sudah dalam bemuk file pdf).
Apabila file pendukung persyaratan belum
dalam  bentuk  pdf, waktu menyesualkan
dengan lamanya walatu yvang diperlulkan untulk
progses scan dokumen.

2. Maksimal 7 hari untule proses verifikag) dan
penerbitan  rekomendasi  oleh  Dinas
Kesehatan.

00 bark umule verifikast  oleh Koordinator
Pelayanan Perizinan

4.1 harl untule proses penerbitan 5K oleh
Hackollice DPMPPTSP,

S, 1 hart untuke proses validag) than
ditandatangal oleh Kepala Dinas PMPFTSP,

Tidak ada blaya/tarif

B o PSS ——

1. Surat Izin Prakiik purnw.ll

4. Perpanjangan izin praki il perawal

Dipindai dengan CamScanner
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7. |Sarana  dan[1. Ruang Pelayanan berpendingin’
Prasarana 2. Gawal/Handphone/Whatsapp
dan/atau 3. Ruang dan Kursi Tunggu
Fasilitas 4. Mesin antrian

5. Komputer/Laptop

6. Printer

7. Jaringan Internet

8 | Kompetensi |1. Memiliki pengetahuan tentang Perizinan

Pelaksana Berusaha Berdasarkan Peraturan Pemerintah
Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko;

2. Memiliki pengetahuan tentang persyaratan
izin praktik perawat

3. Memiliki kemampuan dan dapat
mengoperasikan  Sistem  Informasi E-
Perizinan; dan

4. Memiliki kemampuan menyampaikan
informasi, bertanggung jawab dan santun
kepada pihak yang memerlukan.

9 Pengawasan | 1. Dilakukan secara berjenjang hingga di tingkat

Internal pengawasan Jabatan Pimpinan  Tinggi

Pratama;

2. Dilakukan sistem pengendalian internal
pemerintah dan pengawasan fungsional oleh
Inspektorat; dan

3. Dilakukan secara berkelanjutan.
10 | Penanganan | 1. Secara Offline (Datang Langsung)

Pengaduan, 2. Secara Langsung (Online) :

Saran dan a. Surat ditujukan kepada Kepala DPMPPTSP
Masukan/ b. Website (Dpmpptsp.binjai.go.id)

Apresiasi c. E-Masyarakat Kota Binjai

d. Instagram: dpmppstp.binjai

Dipindai dengan CamScanner
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11 | Jumlah 5 Orang
Pelaksana

12 | Jaminan Pelayanan diberikan secara profesional dan
Pelayanan bertanggungjawab

13 |Jaminan 1. Data usaha dan data pelaku usaha dijamin
Keamanan keamanan dan kerahasiannya;
dan 2. Petugas pelayanan memiliki kompetensi yang
Keselamatan memadai; dan
Pelayanan 3. Maklumat Pelayanan

14 | Evaluasi 1. Pelaksanaan evaluasi kinerja dilakukan
Kinerja secara berkala minimal setiap 3 (tiga) bulan
Pelaksana 2. Pelaksanaan survei kepuasan untuk

perbaikan dan peningkatan kinerja

[/

S

pelayanan

Binjai, o6 morel 2023

Pj. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
- PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU
~PINTU KOTA BINJAL
i -\

X ._" - S =\

" HENY SRI DEWI SITEPU, SE, MSP
PEMBINA
NIF. 19770312 199602 2 001

B Dipindai dengan CamScanner
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11, lzin Praktek Reflaksionis Optisen

| STANDAR PELAYANAN IZIN PRAKTEK REFLAKSIONIS OPTISEN
NO KOMPONEN URAIAN
e e
PENYAMPAIAN LAYANAN

—_—

1. |DasarHukum |1, Undang-Undang Nemor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021

tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6617);

3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14
Tahun 2021 tentang tentang Standar Kegiatan
Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
Sektor Kesehatan;

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19
Tahun 2013 tetang Penyelenggaraan
Pekerjaan  Refraksionis  Optisien dan
Optometris (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 589); dan

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41

Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan

Refraksi Optisi/Optometri.

Surat Permohonan Izin Refraksionis Optisien

2 Persyaratan
. Fotocopy/scan ijazah yang dilegalisir;
Fotocopy/scan STRRO atau STRO;

Surat keterangan sehat dari dokter yang

RN

>

memiliki Surat 1zin Praktik;
5. Surat pernyataan memiliki tempat kerja di
Fasilitas Pelayanan Kesehatan  yang

bersangkutan;

6. Pas Foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm

B Dipindai dengan CamScanner
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3

s

Sistem

dan Prosedur

sebanyak 3 le mbar berlatar belakang merah;
7. Rekomendas! darl Organisasi Profesi,

I |Tﬁn;a—11§mlndlr Langsung ke Ruang Pelayanan
Mekanisme  [DpMPpTSp

Waktu
Pelayanan

Jangka 1. 30 menit untuk bantuan proses input dimulai

sejak mendapatkan pelayanan (data dukung
persyaratan sudah dalam bentuk file pdf).
Apabila file pendukung persyaratan belum
dalam bentuk pdf, waktu menyesuaikan
dengan lamanya waktu yang diperlukan untuk

proses scan dokumen.

. Maksimal 7 hari untuk proses verifikasi dan

penerbitan  rekomendasi  oleh Dinas

Kesehatan.

.1 hari untuk wverifikasi oleh Koordinator

Pelayanan Perizinan

1 hari untuk proses penerbitan SK oleh
Backoffice DPMPPTSP.

1 hari untuk proses validasi dan
ditandatangai oleh Kepala Dinas PMPTSP.

5.

Biaya/Tarif | Tidak ada blaya/tarif

Dipindai dengan CamScanner
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G Produk ;. Sural Izin Praktik Refraksionis {j[;ii's_tuﬁ'!ﬁ‘ru_
Pelayanan 2. Perpanjangan Izin Praktik Refraksionls
i Optisien
7. |Sarana  dan|T. Ruang Pelayanan berpendingin N
Prasarana  |2. Gawai/Handphone/Whatsapp
dan/atau 3. Ruang dan Kursi Tunggu
Fasilitas 4. Mesin antrian
5. Komputer/Laptop
6. Printer
5 e ; Eringﬁn_lnternet =
. Memiliki pengetahuan tentang Perizinan
Pelaksana Berusaha Berdasarkan Peraturan Pemerintah
Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko;
2. Memiliki pengetahuan tentang persyaratan
izin praktik refraksionis optisien;
3. Memiliki kemampuan dan dapat
mengoperasikan  Sistem  Informasi E-
Perizinan; dan
4. Memiliki kemampuan menyampaikan
informasi, bertanggung jawab dan santun
kepada pihak yang memerlukan.
9 | Pengawasan | 1.Dilakukansecara berjenjang hingga ditingkat
Internal pengawasan Jabatan Pimpinan Tinggi
Pratama;
2. Dilakukan sistem pengendalian internal
pemerintah dan pengawasan fungsional oleh
Inspektorat; dan
3, Dilakukan secara berkelanjutan.
10 | Penanganan | 1. Secara Offline (Datang Langsung)
Pengaduan, 2. Secara Langsung (Online) :
Saran dan a. Surat ditujukan kepada Kepala DPMPPTSP
Masukan/ b. Website (Dpmpptsp.binjai.go.id)
Apresiasi c. E-Masyarakat Kota Binjai

d. Instagram: dpmppstp.binjai

B Dipindai dengan CamScanner



https://v3.camscanner.com/user/download

11 | Jumlah 5 Orang
Pelaksana

12 |Jaminan Pelayanan diberikan secara profesional dan
Pelayanan bertanggungjawab

13 |Jaminan 1. Data usaha dan data pelaku usaha dijamin
Keamanan keamanan dan kerahasiannya;
dan 2. Petugas pelayanan memiliki kompetensi yang
Keselamatan memadai; dan
Pelayanan 3. Maklumat Pelayanan

14 | Evaluasi 1. Pelaksanaan evaluasi kinerja dilakukan
Kinerja secara berkala minimal setiap 3 (tiga) bulan
Pelaksana 2. Pelaksanaan  survei kepuasan  untuk

perbaikan  dan peningkatan  Kinerja

pelayanan

|/ PINTUKOTA BINJAI

Binjai, ©& maret 2023

Pj. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
- PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU

-

“__HENY SRI DEWI SITEPU, SE, MSP

PEMBINA
NIP. 19770312 199602 2 001

Dipindai dengan CamScanner
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12, lzin Praktik Elektromedis

STANDAR PELAVANAN IZIN PRAKTIK ELEKTROMEDIS
NO | KOMPONEN URAIAN

PENYAMPAIAN LAYANAN

I. [Dasar Hukum ~[1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 |
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6573);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021

tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6617);

3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14
Tahun 2021 tentang tentang Standar
Kegiatan Usaha dan Produk pada
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko Sektor Kesehatan;

4, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45
Tahun 2015 tetang Izin dan Penyelenggaraan
Praktik Elektromedis (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 979).

2 Persyaratan |1. Surat Permohonan Pengajuan Ilzin Praktik
Elektromedis;

2. Fotocopy/Scan Ijazah yang dilegalisir;

3. Fotocopy STR-E atau STR-E Sementara;

4. Surat keterangan sehat dari dokter yang
memiliki Surat Izin Praktil;

5. Surat keterangan bekerja dari Fasilitas
Pelayanan Kesehatan atau FasilitasKesehatan
vang bersangkutan;

6. Pas foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm
berlatar belakang merah;

7. Rekomendasi dari Qrganisasi Profesi

Mekanisme PMPPTSP

3 Sistem I:;ela,vanan Hadir Langsung ke Ruang Pelayanan

B Dipindai dengan CamScanner
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B

dan Prosedur |

Jangka
Waktu

Pelayanan

1. 30 menituntuk bantuan proses inputdimulai
sejak mendapatkan pelayanan (data dukung
persyaratan sudah dalam bentuk file pdf).
Apabila file pendukung persyaratan belum
dalam bentuk pdf, waktu menyesuaikan
dengan lamanya waktu yang diperlukan untuk
proses scan dokumen.

2. Maksimal 7 hari untuk proses verifikasi dan
penerbitan  rekomendasi  oleh  Dinas
Kesehatan.

3. 1 hari untuk verifikasi oleh Koordinator
Pelayanan Perizinan

4, 1 hari untuk proses penerbitan SK oleh
Backoffice DPMPPTSP.

5. 1 hari untuk proses validasi dan
ditandatangai oleh Kepala Dinas PMPTSP,

3.

Biaya/Tarif

Tidak ada biaya/tarif

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

- L::‘;;: i ; Suratizin Prakik Hlektromedis
7 Soram i T‘__E‘_riunjnng:m Izin Praktik Elektromedis
+ Ruang Pelayanan berpendingin
Prasarana 2. Gawai/Handphone/Whatsapp
dan/atau 3. Ruang dan Kursi Tunggu
Fasilitas 4. Mesin antrian
5. Komputer/Laptop
6. Printer
b (e ': ::::::;lt:ilnternet ——
, pengetahuan tentang Perizinan
Pelaksana Berusaha Berdasarkan Peraturan Pemerintah
Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko;
2. Memiliki pengetahuan tentang persyaratan
izin praktik elektromedis;
3. Memiliki kemampuan dan dapat
mengoperasikan  Sistem  Informasi  E-
Perizinan; dan
4. Memiliki kemampuan menyampaikan
informasi, bertanggung jawab dan santun
kepada pihak yang memerlukan.
9 Pengawasan 1. Dilakukan secara berjenjang hingga di tingkat
Internal pengawasan  Jabatan  Pimpinan  Tinggi
Pratama;
2. Dilakukan sistem pengendalian internal
pemerintah dan pengawasan fungsional oleh
Inspektorat; dan
3. Dilakukan secara berkelanjutan.
10 | Penanganan | 1. Secara Offline (Datang Langsung)
Pengaduan, 2. Secara Langsung (Online) :
Saran dan a. Surat ditujukan kepada Kepala DPMPPTSP
Masukan/ h. Website (Dpmpptsp.binjai.go.id)
Apresiasi c. E-Masyarakat Kota Binjai
d. Instagram; dpmppstp.binjai

B Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

11

Jumlah S Orang
Pelaksana

12 | Jaminan Pelayanan diberikan secara profesional dan
Pelayanan bertanggungjawab

13 |Jaminan 1. Data usaha dan data pelaku usaha dijamin
Keamanan keamanan dan kerahasiannya;
dan 2. Petugas pelayanan memiliki kompetensi yang
Keselamatan memadai; dan
Pelayanan 3. Maklumat Pelayanan

14 | Evaluasi 1. Pelaksanaan evaluasi kinerja dilakukan
Kinerja secara berkala minimal setiap 3 (riga) bulan
Pelaksana 2. Pelaksanaan  survei kepuasan  untuk

perbaikan  dan peningkatan  kinerja
pelayanan

Binjai, 06 marvt 2023

Pj. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
. PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU
“PINTU KOTA BINJAI
T T B

—

f e
T
Y
. HI-‘ ol e il » | -
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F i
o L

HENY SRI DEWI SITRPU, SE, MSP
PEMBINA
NIP. 19770312 199602 2 001

Dipindai dengan CamScanner



https://v3.camscanner.com/user/download

13. lzin Praktik Radiografer

STANDAR PELAYAN IZIN PRAKTIK RADIOGRAFER
NO | KOMPON EN LURAIAN

PENYAMPAIAN LAYANAN
1. | Dasar Hukum |1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020

tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6617);

3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14
Tahun 2021 tentang tentang Standar
Kegiatan Usaha  dan Produk  pada
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko Sektor Kesehatan;

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
357/MENKES/PER/V /2006 tetang Registrasi
dan Izin Kerja Radiografer (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 979).

2 Persyaratan |1. Surat Permohonan Pengajuan lzin Praktik
Radiografer;

2. Fotocopy/Scan ljazah  Radiografer yang
dilegalisir oleh pimpinan penyelenggara
pendidikan rdiografer;

3. Fotocopy 5IR yang masih berlaku;

4. Fotacopy SIR yang masih berlaku [(untuk
perpanjangan)

5. Fotocopy SIKR yang lam (untuk
perpanjangan)

6. Surat keterangan sehat dari dokter yang
memiliki Surat Izin Praktik;

7. Pas foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm

berlatar belakang merah sebanyak 2 lembar;

B Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

0. Rekomendasi dari Organisasi Profes;
9. Surat Keterangan telah melaksanakan tugas
darl Pimpinan Sarana Pelayanan Kechatan.

Sistem Pelayanan Hadir Langsung ke Ruang Pelayandan
Mekanisme  DPMPPTSP
dan Prosedur

CS sosual

)
bil
! ._.|I

Jangka 1.. -!iﬂ-mer;itunmk bantuan proses inputdimulai
Waktu sejak mendapatkan pelayanan (data dukung
Pelayanan persyaratan sudah dalam bentuk file pdf).

Apabila file pendukung persyaratan belum
dalam bentuk pdf, waktu menyesuaikan
dengan lamanya waktu yang diperlukan untuk
proses scan dokumen.

2. Maksimal 7 hari untuk proses verifikasi dan
penerbitan  rekomendasi  oleh Dinas
Kesehatan.

3. 1 hari untuk verifikasi oleh Koordinator
Pelayanan Perizinan

4. 1 hari untuk proses penerbitan SK oleh
Backoffice DPMPPTSP.

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

—

5.1 harl untuk proses valldash dan
ditandatangal oleh Kepala Dinas PMPTSP.

. EE——
5. | Blaya/Tarif Tidak ada biaya earif —
e I m——
% L::’:;;:nn ; Surat Izin Praktik Rﬂdiugraﬁ:r. s
7 e 1‘ Perpanjangan lzin Praktik Radiografer |
. Ruang Pelayanan berpendingin
Prasarang 2. Gawai/Handphone/Whatsapp
dan/atau 3. Ruang dan Kursi Tunggu
Fasilitas 4. Mesin antrian
5. Komputer/Laptop
6. Printer
T —— 'i Jaringan Internet
: . Memiliki pengetahuan tentang Perizinan
Pelaksana Berusaha Berdasarkan Peraturan Pemerintah
Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko;
2. Memiliki pengetahuan tentang persyaratan
izin praktik radiografer;
3. Memiliki kemampuan dan dapat
mengoperasikan  Sistem Informasi  E-
Perizinan; dan
4. Memiliki kemampuan menyampaikan
informasi, bertanggung jawab dan
santunkepada pihak yang memerlukan.
9 Pengawasan | 1.Dilakukansecara berjenjang hingga ditingkat
Internal pengawasan  Jabatan  Pimpinan  Tinggi
Pratama;
2 Dilakukan sistem pengendalian internal
pemerintah dan pengawasan fungsional oleh
Inspektorat; dan
3. Dilakukan secara berkelanjutan.
10 | Penanganan | 1. Secara Offline (Datang Langsung)
Pengaduan, |2 Secara Langsung (Online) :
Saran dan 2. Surat ditujukan kepada Kepala DPMPPTSP
Masukan/ b. Website (Dpmpptsp.binjai.go.id)’
Apresiasi c. E-Masyarakat Kota Binjai

d. Instagram: dpmppstp.binjai

B Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

B

11 | Jumlah 5 Orang
Pelaksang
12 | Jaminan Pelayanan diberikan secara profesional dan
Pelayanan bertanggungjawab
13 | Jaminan 1. Data usaha dan data pelaku usaha dijamin
Keamanan keamanan dan kerahasiannya;
dan 2. Petugas pelayanan memiliki kompetensi yang
Keselamatan memadai; dan
Pelayanan 3. Maklumat Pelayanan
14 | Evaluasi 1. Pelaksanaan evaluasi kinerja dilakukan
Kinerja secara berkala minimal setiap 3 (tiga) bulan
Pelaksana 2. Pelaksanaan  survei kepuasan  untuk
perbaikan  dan  peningkatan  kinerja
pelavanan

Binjai, 66 more. 2023

Pj.. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
“,*PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU
|+ / PINTU KOTA BINJAI

HENY SRI DEWI SITEPU, SE, MSP
PEMBINA
NIP. 19770312 199602 2 001

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

14. lzin Praktik Tenaga Sanltarian

STAND
NO Hum%%%lh&-?ﬂwlm&ﬁﬂk TENAGA SANITARIAN )
s e URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN —

1. [ Dasar Hukum ]

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
lentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6617);

3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14
Tahun 2021 tentang tentang Standar Kegiatan
Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan
Perizinan Rerusaha Berbasis
Risiko Sektor Kesehatan;

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32
Tahun 2013 tetang Penyelenggaraan
Pekerjaan Tenaga Sanitarian.

2 Persyaratan |1. Surat Permohonan Pengajuan Kepada
Pemerintah Daerah KOTA BIN]JAIL

2. Fotocopy ljazah yang dilegalisir;

3. Fotocopy STRTS;

4. Surat keterangan sehat dari dokter yang
memiliki Surat Izin Prakrtik;

5. Surat pernyataan memiliki tempat kerja di
fasilitas  pelayanan  kesehatan  yang
bersangkutan

6. Pas foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm
berlatar belakang merah sebanyak 3 (tiga)
lembar;

7. Rekomendasi dari kepala dinas kesehatan
kabupaten/kota atau pejabat yang ditunjuk;

8. Rekomendasi dari organisasi profesi.

B Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

- —n

Sistem [Pelayanan Hadir Langsung ke Ruang Pelayanan
Mckanisme  [DPMppTSP

dan Prosedur

Jangka 1. 30 menituntuk bantuan proses inputdimulai
Waktu sejak mendapatkan pelayanan (data dukung
Pelayanan persyaratan sudah dalam bentuk file pdf).

Apabila file pendukung persyaratan belum
dalam bentuk pdf, waktu menyesuaikan
dengan lamanya waktu yang diperlukan untuk
proses scan dokumen.

2. Maksimal 7 hari untuk proses verifikasi dan
penerbitan  rekomendasi oleh  Dinas
Kesehatan.

3.1 hari untuk verifikasi oleh Koordinator
Pelayanan Perizinan

4. 1 hari untulk proses penerbitan SK oleh
Backoffice DPMPPTSP.

5. 1 hari untuk proses validasi dan
ditandatangai oleh Kepala Dinas PMPTSP.

Biaya/Tarif | Tidak ada biaya/tarif

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

6. | Produk L. Surat Izin Praktik Tenaga Sanitarian
-———--.Pillm“m“ 2. Perpanjangan lzin Praktik Tenaga Sanitarian
7. [Sarana — dan 1. Ruang Pelayanan berpendingin
Prasarana 2. Gawai/Handphone/Whatsapp
dan/atau J. Ruang dan Kursi Tunggu
Fasilitas 4. Mesin antrian
5. Komputer/Laptop
6. Printer
8 Kompetensi ': E:i:-lﬁ;;’jlntemﬂ Perizinan
. pengetahuan tentang
Pelaksana Berusaha Berdasarkan Peraturan Pemerintah
Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko;
2. Memiliki pengetahuan tentang persyaratan
izin praktik radiografer;
3. Memiliki kemampuan dan dapat
mengoperasikan  Sistem Informasi  E-
Perizinan; dan
4. Memiliki kemampuan menyampaikan
informasi, bertanggung  jawab dan
santunkepada pihak yang memerlukan.
9 Pengawasan 1. Dilakukan secara berjenjang hingga ditingkat
Internal pengawasan Jabatan Pimpinan Tinggi
Pratama;
2. Dilakukan sistem pengendalian internal
pemerintah dan pengawasan fungsional oleh
Inspektorat; dan
10 | Penanganan f géiﬁﬁr%?::aﬁ;gg i?:é:i% —]
Pengaduan, | 2. Secara Langsung (Online):
Saran dan a, Surat ditujukan kepada Kepala DPMPPTSP
Masukan/ b. Website (Dpmpptsp.binjai.go.id)
Apresiasi ¢, E-Masyarakat Kota Binjai

d. Instagram: dpmppstp.binjai

B Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

16, lain Praktik Terapis Wicara

ey STANDAR p
NO Hnm‘(-b"égl'“l'&’?‘_EMMIﬂm TERAPISWICARA

NO | Kompon URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN i

_-______-__-__—-—-
L. | Dasar Hukym

Tmllndang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomar 6573);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6617):

3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14
Tahun 2021 tentang tentang Standar
Kegiatan Usaha dan Produk pada
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko Sektor Kesehatan;

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24
Tahun 2013 tetang Penyelenggaraan
Pekerjaan dan Praktik Terapis Wicara.

2 Persyaratan |1. Surat Permohonan Pengajuan Kepada
Pemerintah Daerah KOTA BINJAI;

2. Fotocopy ljazah yang dilegalisir;

3. Fotocopy STRTW;

4. Surat keterangan sehat dari dokter yang

memiliki Surat Izin Praktik;

5. Surat pernyataan memiliki tempat kerja di
fasilitas pelayanan kesehatan yang
bersangkutan

6. Pas foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm
berlatar belakang merah sebanyak 3 (tiga)
lembar;

7. Rekomendasi dari kepala dinas kesehatan
kabupaten/kota atau pejabat yang ditunjuk;

9. Rekomendasi dari organisasi profesi.

B Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

o —— g

1 |[Sistem

m e
" Pelayanan Hadir Langsung ke Ruang Pelayanan
nisme DPMpPrsp
dan Prosedy
L
4. |Jangka 1. 30 menituntuk bantuan proses inputdimulai
Waktu sejak mendapatkan pelayanan (data dukung
Pelayanan persyaratan sudah dalam bentuk file pdf).

Apabila file pendukung persyaratan belum
dalam bentuk pdf, waktu menyesuaikan
dengan lamanya waktu yang diperlukan untuk
proses scan dokumen,

2. Maksimal 7 hari untuk proses verifikasi dan
penerbitan  rekomendasi oleh  Dinas
Kesehatan.

3. 1 hari untuk verifikasi oleh Koordinator
Pelayanan Perizinan

4. 1 hari untuk proses penerbitan SK oleh
Backoffice DPMPPTSP.

5. 1 hari untuk proses validasi dan
ditandatangai oleh Kepala Dinas PMPTSP.

5. | Biaya/Tarif Tidak ada biaya/tarif

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

Produk

Pelayanan

7.

Sarana  dap
Prasarana
dan/atay

Fasilitas

Kompetensi

Pelaksana

o — = e —

1. Suratlzin Praktik Terapis Wicara
2, Perpanjanpan lzin Praktik Terapis Wicara

]

'.-____-_
1. Ruang Pelayanan berpendingin

Gawai/Handphone/Whatsapp
Ruang dan Kursi Tunggu
Mesin antrian
Komputer/Laptop

thvin & W N

Printer

———t

7. Jaringan Internet -
1. Memiliki pengetahuan tentang Perizinan

Berusaha Berdasarkan Peraturan Pemerintah

Nomer 5 Tahun 2021 tentang Perizinan

Berusaha Berbasis Risiko;
. Memiliki pengetahuan tentang persyaratan
izin praktik terapis wicara;
Memiliki

mengoperasikan

dapat
E-

dan

Informasi

kemampuan
Sistem
Perizinan; dan

Memiliki
informasi, bertanggung jawab dan santun

kemampuan menyampaikan

kepada pihak yang memerlukan,

Pengawasan

Internal

1. Dilakukan secara berjenjang hingga ditingkat

pengawasan Jabatan  Pimpinan Tinggi

Pratama;
. Dilakukan
pemerintah dan pengawasan fungsional oleh

sistem pengendalian internal

Inspektorat; dan
3. Dilakukan secara berkelanjutan.

10

Penanganan
Pengaduan,
Saran dan
Masukan/

Apresiasi

1. Secara Offline (Datang Langsung)

2. Secara Langsung (Online) :
a. Surat ditujukan kepada Kepala DPMPPTSP

b. Website [Dpmpptsp.binjai.go.id)
c. E-Masyarakat Kota Binjai

d. Instagram: dpmppstp.binjai

B Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

11

Jumlah

Pelaksang

12

Jaminan

Pelayanan

13

Jaminan
Keamanap
dan
Keselamatan

Pelayanan

14

S Orang

(=] <[

Pelayanan diberikan secara profesional dan

bertanggungjawab

1. Data usaha dan data pelaku usaha dijamin
keamanan dan kerahasiannya;

2. Petugas pelayanan memiliki kompetensi yang
memadai; dan

3. Maklumat Pelayanan

Evaluasi
Kinerja
Pelaksana

1. Pelaksanaan evaluasi kinerja dilakukan
secara berkala minimal setiap 3 (tiga) bulan

2. Pelaksanaan  survei kepuasan  untuk
perbaikan dan peningkatan  kinerja

pelavanan

Binjai, 0% marw 2p23

Pj. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
“PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU

; /PINTU KOTA BINJAI

Ml = -

Lt

\ N

HENY SRI DEWI SITEPU, SE, MSP
PEMBINA
NIP. 19770312 199602 2 001

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

16. 12in Praktik Tenag, Kesehatay Tradiona

0 | KOMPONR A LRAKTIK TENAGA KESEHATAN TRADISIONAL

URAIAN
PEN‘:‘AMFAMN LAYAN&N
1. | Dasar Hukum

: Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020

tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,

Tambahap Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6573);

PEr‘aturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021

tentang PenyEIenggaraan Perizinan Berusaha

Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6617);

Peraturan Menterj Kesehatan Nomor 14

Tahun 2021 tentang tentang Standar Kegiatan

Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan

Perizinan Berusaha Berbasis

Risiko Sektor Kesehatan;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahu 2014
tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional;

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15
Tahun 2018 tetang  Penyelenggaraan
Pelayanan Kesehatan Tradisional
Komplementer.,

2 Persyaratan |1. Surat Permohonan Pengajuan  Kepada
Pemerintah Daerah KOTA BINJAL
2. STRTKT yang masih berlakuy;

T

. Surat pernyataan memiliki tempat praktik atay
surat keterangan darj pimpinan fasilitasi

pelayanan kesehatan tradisional,

3 | Sistem Pelayanan Hadir Langmj_nmm@;mﬁ —
Mekanisme  [DPMPPTSP

dan Prosedur

B Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

Jangka 1. 30 menituntuk bantuan proses inputdimulai

Waktu sejak mendapatkan pelayanan [data dukung

Pelayanan persyaratan sudah dalam bentuk file pdf).
Apabila file pendukung persyaratan belum
dalam bhentuk pdf, waktu menyesuaikan
dengan lamanya waktu yang diperlukan untuk
proses scan dokumen.

2. Maksimal 7 hari untuk proses verifikasi dan
penerbitan rekomendasi  oleh  Dinas
Kesehatan.

3. 1 hari untuk verifikasi oleh Koordinator

Pelayanan Perizinan

4. 1 hari untuk proses penerbitan SK oleh

Backoffice DPMPPTSF.

5. 1 hari untuk proses validasi dan

ditandatangai oleh Kepala Dinas PMPTSP.

Biaya/Tarif | Tidak ada biaya/tarif

Produk 1. Surat lzin Praktik Tenaga Kesehatan

Pelayanan Tradisional

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

Sarana  dap
Prasarang
dan/atau

Fasilitas

_-___-__'_—I—-
Kompetensij

Pelaksana

—-_‘__-__'_—-_
Ruang Pelayanan berpendingin

2. Perpanjangan Izin Praktik Tenaga Kesehatan
Tradisional

Gawai/Handphone/Whatsapp
Ruang dan Kursi Tunggu
Mesin antrian
Komputer/Laptop

- Printer

7. Jaringan Internet

L. Memiliki pengetahuan tentang Perizinan
Berusaha Berdasarkan Peraturan Pemerintah
Nomor S5 Tahun 2021 tentang Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko;

2. Memiliki pengetahuan tentang persyaratan
Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional;

3. Memiliki dapat

mengoperasikan E-

B L B

-

kemampuan dan

Sistem  Informasi
Perizinan; dan
4. Memiliki menyampaikan

informasi, bertanggung jawab dan santun

kemampuan

kepada pihak yang memerlukan.

Pengawasan

Internal

1. Dilakukan secara berjenjang hingga ditingkat

pengawasan Jabatan Pimpinan Tinggi
Pratama;
2. Dilakukan

pemerintah dan pengawasan fungsional oleh

sistem pengendalian internal

Inspektorat; dan

3. Dilakukan secara berkelanjutan.

10

Penanganan
Pengaduan,
Saran dan
Masulcan/

Apresiasi

1. Secara Offline (Datang Langsung)

2. Secara Langsung (Online) :
a. Surat ditujukan kepada Kepala DPMPPTSP
b. Website (Dpmpptsp.binjai.go.id)
c. E-Masyarakat Kota Binjai

d. Instagram: dpmppstp.binjai

B Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

e —

11 IHWW =
Pelaksana

12 ]amiwmanan diberikan secara profesional dan
Pelayanan bertanggungjawab

13 |Jaminan 1. Data usaha dan data pelaku usaha dijamin
Keamanan keamanan dan kerahasiannya;
dan 2. Petugas pelayanan memiliki kompetensi yang
Keselamatan memadai; dan
Pelayanan 3. Maklumat Pelayanan

14 | Evaluasi 1. Pelaksanaan evaluasi kinerja dilakukan
Kinerja secara berkala minimal setiap 3 (tiga) bulan
Pelaksana 2. Pelaksanaan  survei kepuasan  untuk

perbaikan dan  peningkatan  kinerja

pelayanan

Binjai, 0o ™arek 204

P, KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
/" PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU
o /_/_PIN‘['_H_K\[]_Th BINJAI

.....
v

-

HENY SRI DEWI SITEPU, SE, MSP
PEMBINA
NIP, 19770312 199602 2 001

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

17 lzin Reklame

1 HDM%{:-‘TE!‘;:'D&M&!&HH IZIN REKLAME —

i Tﬂiﬁ[fw\ URAIAN .

1. | Dasar Hukum ﬁml]ndang Nomor 11 Tahun 2020
lentang  Cipta Kerja (Lembaran Negard
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021

tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6617);

3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14
Tahun 2021 tentang tentang Standar Kegiatan
Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko Sektor Kesehatan;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahu 2014
tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional;

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15
Tahun 2018 tetang Penyelenggaraan
Pelayanan Kesehatan Tradisional

Komplementer.

2 Persyaratan |1. Foto copy KTP pemohon;

2. Foto dan Gambar Situasi Lokasi;

3. Gambar Konstruksi Billboard dikecualikan
untuk jenis reklame kain, suara, slide, udara,
peragaan, dan kendaraan/berjalan;

4. Fotocopy IMB/PBG (bagi yang dipersyaratkan)
konstruksi untuk objek reklame berukuran diatas 10
M2 keatas;

5. Khusus pemasangan di lokasi tanah milik
masyarakat, dilampirkan surat pernyataan
tidak keberatan dari masyarakat tertentu;

6. Khusus pemohon perpanjangan izin, dilampirkan
T s

B Dipindai dengan CamScanner
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oy
7. Putucnpy NPWP Perusahaan;
B. Fotacopy Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)

dan Surat Setoran Pajak Daerah yang berjalan;

Sistem  [pelava ]
o ayanan Hadir Langsung ke Ruang Pelayanan
e anismﬂ PMPPTSP

dan Prosedyr

| Pemahon W

’ Mengambil
Jangka 1. 30 menituntuk bantuan proses inputdimulai
Waktu sejak mendapatkan pelayanan (data dukung
Pelayanan persyaratan sudah dalam bentuk file pdf).

Apabila file pendukung persyaratan belum
dalam bentuk pdf, waktu menyesuaikan
dengan lamanya waktu yang diperlukan untuk
proses scan dokumen.

2. Maksimal 7 hari untuk proses verifikasi dan
penerbitan  rekomendasi  oleh  Dinas
Kesehatan.

3. 1 hari untuk verifikasi oleh Koordinator
Pelayanan Perizinan

|

Dipindai dengan CamScanner
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1.

I hari Untuk proses penerbitan 5K oleh

Hackofee DPMPPTSP,

5.1 hay untuk proses wvalidasi dan
| Blaya/Tarif ~ 'li:;:::gn::da:::“'" oleh Kepala mn?s FMI'T‘-I’ -
ya/tariff
6. |Produk Iy Y
Pelayanan 2. p . h‘{:lame
7. | Sarana dan 1l :‘_Pa“lﬂﬂgan e R—
Prssrsiia 2' G“““E Pelayanan berpendingin
dan/atau 3- Rawalmandph“““i’wmmapp
+ Ruang dan Kursi Tunggu
Fasilitas 4. Mesin antrian
5. Komputer/Laptop
6. Printer
8 [ Kompetensi '; ﬁl;inga:nlnmrnet -
. miliki pengetahuan tentang Perizinan
Pelaksana Berusaha Berdasarkan Peraturan Pemerintah
Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko;
2. Memiliki pengetahuan tentang persyaratan
lzin Reklame ;
3. Memiliki kemampuan dan dapat
mengoperasikan  Sistem  Informasi  E-
Perizinan: dan
4, Memiliki kemampuan menyampaikan
informasi, bertanggung jawab dan santun
kepada pihak yang memerlukan.
9 Pengawasan 1. Dilakukan secara berjenjang hingga ditingkat
Internal pengawasan Jabatan Pimpinan  Tinggi
Pratama;
2. Dilakukan sistem pengendalian internal
pemerintah dan pengawasan fungsional oleh
Inspektorat; dan
3, Dilakukan secara berkelanjutan.
10 | Penanganan 1. Secara Offline (Datang Langsung)
Pengaduan, 2. Secara Langsung (Online) :
Saran  dan| a. Surat ditujukan kepada Kepala DPMPPTSP
Masukan/ b. Website (Dpmpptsp.binjai.go.id)
Apresiasi ¢. E-Masyarakat Kota Binjai

——

B Dipindai dengan CamScanner
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d. Instagram: dpmppstp.binjai
11 [ Jumlah o Urang ]
Pelaksana

12 | Jaminan
Pelayanan

Pelayanan diberikan secara profesional dan

Bertanggungjawab

13 | Jaminan

Keamanan
dan
Keselamatan

3. Maklumat Pelayanan
dilakukan

1. Data usaha dan data pelaku usaha dijamin

keamanan dan kerahasiannya;
2. Petugas pelayanan memiliki kompetensi yang

memadai: dan

14

Pelayanan
Evaluasi

Kinerja
Pelaksana

2. Pelaksanaan survei

1. Pelaksanaan evaluasi kinerja
secara berkala minimal setiap 3 (tiga) bulan
kepuasan  untuk

perbaikan dan peningkatan kinerja

Pelayanan

il —

Binjai, pg maret 2028

Pj. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
‘PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU

Vs ::-m'r[i'l;o'm BINJAI

e y N

_'HENY SRI DEWI SITEPU, SE, MSP

PEMBINA
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1

jzin Praktik Ahli Tuknnlnm |

..11mml.nrlum Mued il

DAR PELAYANAN 17
STAN 'ZIN PRAKTIK AL TERNOLOGI LABORATORIUM MEDIK

NO

| s ——1

1.

NO | KOMPONEN T ~ URAIA -
PENYAMPAIAN LAVANAN - — ]

-_'_-___——————-
Dasar Hukum

= e
L U“d“ﬂg-Undang Nomor 11 Tahun 2020

- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021

. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42

tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6617);

Tahun 2015 tentang Izin Penyelenggaraan
Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik;

Persyaratan

1. Surat Permohonan lzin Praktik Ahlj
Teknologi Laboratorium Medik;

Fotocopy ijazah Perawat legalisir

Fotocopy STR Legalisir yang masih berlaku
Fotocopy KTP (2 Lembar)

Surat pernyataan lempat kerja / praktik
Rekomendasi dari organisasi profesi

Pas photo 3x4 , 2x3 (2 lembar)

Surat keterangan Berbadan Sehat

Rekomendasi dari Kepala Puskesmas di Wilayah

¥ ® NS ;Mo WM

Kerja Kota Binjai
10. Surat Izin atasan langsung ( Bagi PNS )
11. Fotacopy KPE ( Bagi PNS)
12. Fotocopy Sertifikat Vaksin Covid 19 ke 1,2 dan 3
13. Fotocopy lzin Operasional Sarana Kesehatan
14, Fatocopy SIP-ATLM Pertama (untuk permohonan

SJP-ATLM yg kedua) |

I______________l—-——'_'_-___

B Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

3 [Sistem o
M Lﬂ“""“" Wadir Langsung ke Ruang Pelayanan
ckanisme PMPPTgp i ke Ruang Pelaya
dan Prosedyp
4. |Jangka 1. 30 menituntuk bantuan proses inputdimulai |
Waktu sejak mendapatkan pelayanan (data dukung
Pelayanan persyaratan sudah dalam bentuk file pdf).
Apabila file pendukung persyaratan belum
dalam bentuk pdf, waktu menyesuaikan
dengan lamanya waktu yang diperlukan untuk
proses scan dokumen.
2. Maksimal 7 hari untuk proses verifikasi dan
penerbitan  rekomendasi oleh Dinas
Kesehatan.
3. 1 hari untuk verifikasi oleh Koordinator
Pelayanan Perizinan
4, 1 hari untuk proses penerbitan SK oleh
Backoffice DPMPPTSP.
5. 1 hari untuk proses validasi dan
ditandatangai oleh Kepala Dinas PMPTSP.
5. |Biaya/Tarif | Tidakada biaya/tarif
6. | Produk 1. Surat Izin Praktik ahli teknologi laboratorium
Pelayanan medilk

Dipindai dengan CamScanner
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1)

9

Sarana tlan
Prasarana
dan/atay

Fasilitas

Kompetensi

Pelaksana

2,

1,
2,
3.
4.

5.

G,

1‘m'|mn|un|gun l2in

P‘
labyoy raktik ahli teknnlog)

Morhm meil |k

Ruang Pelayanan berpendingin

G

mwal/l lumI|1hnnefWhalsul’I"
Iluam_r; dan Kursj Tunggu
Mesin antrian
Knmpulurfl.aptup
Printer

%: Jaringan Internet

» Memiljkj

. Memiliki

.« Memiliki

pengetahuan tentang Perizinan
B

erusaha Berdasarkan Peraturan Pemerintah
Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan

Berusaha Berbasis Risiko;
Memiliki pengetahuan tentang persyaratan
Izin praktik ahli teknologi laboratorium medik

kemampuan dan

mengoperasikan

dapat

Sistem Informasi  E-

Perizinan; dan

kemampuan menyampaikan
informasi, bertanggung jawab dan santun

kepada pihak yang memerlukan.

Penpawasan

Internal

. Dilakukan

. Dilakukan secara berjenjang hingga di tingkat

pengawasan  Jabatan Pimpinan  Tinggi

Pratama;
sistem pengendalian  internal
pemerintah dan pengawasan fungsional oleh

Inspektorat; dan

. Dilakukan secara berkelanjutan,

10

Penanganan
Pengaduan,
Saran  dan
Masukan/

Apresiasi

=

. Secara Offline (Datang Langsung)
. Secara Langsung (Online) :

a. Surat ditujukan kepada Kepala DIPMPPTSP
b. Website (Dpmpptsp.binjai.go.id)

c. E-Masyarakat Kota Binjai

d. Instagram: dpmppstp.binjai

B Dipindai dengan CamScanner
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11 | Jumlah m_-'—'-“‘———-—
Pelaksana
12 | Jaminan Pela
= :
- Yanan diberikan secara profesional dan
elayanan b"‘-‘mﬂgglmaWab
13 | Jaminan L. Dotz aiate o
L 1. Data usaha dan data pelaku usaha dijamin
eamanan keamanan dan kerahasiannya;
dan
2. Petugas pelayanan memiliki kompetensi yang
Keselamatan memadai; dan
Pelayan_an 3. Maklumat Pelayanan
14 | Evaluasi 1. Pelaksanaan evaluasi kinerja dilakukan
Kinerja secara berkala minimal setiap 3 (tiga) bulan
Pelaksana

2. Pelaksanaan  survel kepuasan  untuk

perbaikan  dan  peningkatan  kinerja

pelavanan

o FoLki x
’ partl
\ LTI

Binjai, o0& maret 2023

Pj. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
.~ PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU
/. PINTUKOTABINJAI
i By cerylil )

N L

)

-

HENY SRI DEWI SITEPU, SE, MSP

PEMBINA
NIP, 19770312 199602 Z 001
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i

waktik /Kerja Tenaga Gy

STANDAR PELAYANAN

NO

1.

KOMPONEN

PENYAMPAIAN LAYANAR N
Dasar Hukum N

1ZIN
PRAHTleI{Enm TENAGA Gz

- Undangp.
. Ang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
Ntang  Cipty Kerja

Repuhlik Indonesia Tah
Tambahap

(Lembaran Negara
un 2020 Nomor 245,

Lembaran  Negara Republik

Indonesia Nomor 6573),
Feraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6617);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26

Tahun 2013 tentang Izin Penyelenggaraan
Praktik/kerja tenaga gizi

Persyaratan

1. Surat Permohonan lzin kerja tenaga gizi
2. Fotocopy Izajah Legalisir [ 2 Lembar )

3. Fotocopy STRTGz yang masih berlaku dan di
Legalisir

Surat keterangan Berbadan Sehat

Surat lzin Pernyataan Tempat Kerja/Praktik
Pas Photo 4x6,3x4,2x3 (2 Lembar)

S ST S

Rekomendasi dari Kepala Puskesmas di Wilayah

Kerja Kota Binjai (Untuk Praktik Mandiri)

8. Surat Rekomendasi dari Organisasi Profesi dari
PERSAGI

9, Surat Izin atasan langsung ( Bagi PNS )

10. Fotocopy KTP yang masih berlaku

11. Fotocopy KPE
12. Fotocapy Sertifikat Vaksin Covid 19 ke-1,2 dan 3

13, Izin Dperasinnal Rumah Sakit

-

B Dipindai dengan CamScanner
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Sistem plavanan s e
Pelayanan Hadir Langsung ke Ruang Pelayanan
Mckanisme  DPMPPTSp
dan Prosedur

1. 30 menit untuk bantuan proses input dimulai
sejak mendapatkan pelayanan (data dukung
persyaratan sudah dalam bentuk file pdf).
Apabila file pendukung persyaratan belum
dalam bentuk pdf, waktu menyesuaikan
dengan lamanya waktu yang diperlukan untuk

Jangka
Waktu
Pelayanan

proses scan dolkumen.
Maksimal 7 hari untuk proses verifikasi dan

penerbitan rekomendasi oleh Dinas

Kesehatan.
1 hari untuk verifikasi oleh Koordinator

Pelayanan Perizinan
4. 1 hari untuk proses penerbitan SK oleh |

Backoffice DPMPPTSP. |

5, 1 hari untuk proses validasi dan |
ditandatangai oleh Kepala Dinas PMPTSP.

Tidak ada biaya/tarif

Biaya/Tarif

__—_____-—_____,_--—-"'T'___—__
6. 1. Surat lzin praktik/kerja tenaga gizi

Produk
Pelayanan  |2- perpanjangan 1zin praktik/kerja tenaga gizi

Dipindai dengan CamScanner
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Sarana
Prasarana
dan/atau
Fasilitas

Kompetensij

Pelaksana

dan [{

BE"-ISH"IE Be

" "dﬂsﬂl'lmn Peraturan Pemerintah
Omor 5

Tahun 2023 tentang Perizinan

Berusaha Berbasis Risiko;

2. M i
emiliki Pengetahuan tentang persyaratan

-
zin praktik/kerja tenaga gizi

3. Memiliki kemampuan

mengoperasikan
Perizinan; dan
4. Memiliki

dan dapat

Sistem  Informasi E-

kemampuan menyampaikan
informasi, bertanggung jawab dan santun

kepada pihak yang memerlukan.

Pengawasan

Internal

1. Dilakukan secara berjenjang hingga di tingkat
pengawasan  Jabatan Tinggi
Pratama;

2. Dilakukan

pemerintah dan pengawasan fungsional oleh

Pimpinan
internal

sistem pengendalian

Inspektorat; dan

3. Dilakukan secara berkelanjutan.

10

Penanganan
Pengaduan,
Saran  dan
Masukan/

Apresiasi

1. Secara Offline (Datang Langsung)

2. Secara Langsung (Online) :
a. Surat ditujukan kepada Kepala DPMPPTSP
b. Website (Dpmpptsp.binjai.go.id)
c. E-Masyarakat Kota Binjai

d. Instagram: dpmppstp.binjai

=0 |
_—

Dipindai dengan CamScanner
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11 | Jumlah 5 Orang ——
Pelaksana
| ——1 v e ——
12 |Jaminan Pelayanan diberilan secara pmeSim
Pelayanan | bertanggungjawab
13 |Jaminan ljamin |
13 1. Data usaha dan data pelaku usaha dijamin
Keamanan keamanan dan kerahasiannya;
dan 2. Petugas pelayanan memiliki kompetensi yang
Keselamatan memadai; dan
|| Pelayanan 3. Maklumat Pelayanan ]
14 | Evaluasi 1. Pelaksanaan evaluasi kinerja dilakukan
Kinerja secara berkala minimal setiap 3 (tiga) bulan
Pelaksana 2. Pelaksanaan survei kepuasan untuk
perbaikan  dan  peningkatan  kinerja
pelayanan =

Binjai, oé maret 2023

Pj. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU
/PINTU KOTA BINJAI

HENY SRI DEWI SITEPU, SE, M5P
PEMBINA

NIP. 19770312 199602 2 001
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HL

i praktik kerja refraksiong Oplisien atay ¢ Plometri
elris

NDAR PELAYANAN | ;
§TA ZIN KERJA REFRAKSTONIS OPTISIEN ATAU OPTOMETRIS

NO |

"1

1.

KOMPONEN
_'_____-H—-__
"PENYAMPAIAN LAYANAN
-_-.‘__-——-—._
Dasar Hukum

1.

A

N
Undang-Undang Nomor 11 Tahun

- Peraturan

———

——

B—

2020

tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan  Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6573);

- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021

tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6617);

Kesehatan Nomor 19
Tahun 2013 tentang Izin kerja refraksionis

Menteri

optisien atau Optometris

2 Persyaratan | 1. Surat Permohonan Izin kerja refraksionis

optisien atau optometris

2.  Fotocopy Izajah Refraksionis Legalisir [ 2 Lembar)

3.  Fotocopy STRRO/STRO yang masih berlaku

4.  Suratketerangan Berbadan Sehat

5.  Surat Pernyataan Tempat Kerja

6. Fotocopy KTP

7.  Pas Photo ,3x4,2x3 (2 Lembar)

8. Rekomendasi dari Kepala Puskesmas di Wilayah
Kerja Kota Binjai

9. Surat Rekomendasi dari Organisasi Profesi IROPIN

10. Surat [zin atasan langsung ( Bagi PNS )

11, Fato kopi (KPE)

12. Fotocapy Sertifikat Vaksin Covid 19 ke- 1,2 dan 3

13. lzin Operasional

3 |Sistem pelayanan Hadir Langsung ke Ruang Pelayanan
Mekanisme |[DPMPPTSP

dan Prosedur

B Dipindai dengan CamScanner
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Jangka
Waktu

1. 30 menit untuk bantuan proses input dimulai
sejak mendapatkan pelayanan (data dukung

Pelayanan persyaratan sudah dalam bentuk file pdf).
Apabila file pendukung persyaratan belum
dalam bentuk pdf waktu menyesuaikan
dengan lamanya waktu yang diperlukan untuk
proses scan dokumen.

2. Maksimal 7 hari untuk proses verifikasi dan
penerbitan rekomendasi oleh  Dinas
Kesehatan.

3.1 hari untuk verifikasi oleh Koordinator
Pelayanan Perizinan

4. 1 hari untuk proses penerbitan 5K oleh
Backoffice DPMPPTSP.

5. 1 hari untuk proses validasi dan
ditandatangai oleh Kepala Dinas PMPTSP.

Biaya/Tarif | Tidak ada biaya/tarif

o/

Surat Izin kerja refraksionis optisien atau

Produk 1.
Pelayanan optometris
2. Perpanjangan 1zin kerja refraksionis oplisien
atau uptnmetris
L

Dipindai dengan CamScanner
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—— e

Prasarang
dan/atay
Fasilitas

_______"——_.
Kompetensi

Pelaksana

. RO Py berpendingin
3: :;z\::ifliandphnne;’WhaL':ﬂpP
B dan Kursj Tunggu
4 Mesin antrian
5, I{umputerﬂ.aptup

6. Printer

%{:LMEM

- Memilikg pengetahuan tentang Perizinan
Berusaha Berdasarkan Peraturan Pemerintah
Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan

Berusaha Berbasis Risiko;
2. Memiliki

Pengetahuan tentang persyaratan

kerja refraksionis
optometris

3. Memiliki

izi =
1 optisien  atau

dan dapat
E-

kemampuan
mengoperasikan
Perizinan; dan

4. Memiliki

Sistem Informasi

kemampuan menyampaikan
informasi, bertanggung jawab dan santun

kepada pihak yang memerlukan.

Pengawasan

Internal

1. Dilakukan secara berjenjang hingga di tingkat

pengawasan Jabatan Pimpinan Tinggi
Pratama;
2. Dilakukan

pemerintah dan pengawasan fungsional oleh

sistem pengendalian internal

Inspektorat; dan
3. Dilakukan secara berkelanjutan,

10

Penanganan
Pengaduan,
Saran

Masukan/

Apresiasi

dan

1. Secara Offline (Datang Langsung)

2. Secara Langsung (Online) :
a. Surat ditujukan kepada Kepala DPMPPTSP
b. Wehsite (Dpmpptsp.binjai.go.id)
¢. E-Masyarakat Kota Binjai

d. Instagram: dpmppstp.binjai

B Dipindai dengan CamScanner
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11

=] 0[]

Jumlah 5 Orang T
Pelaksana
12 |Jaminan Pelayanan diberiian secara profesional dan
Pelayanan bertanggungjawab
13 | Jaminan 1. Data usaha dan data pelaku usaha dijamin
Keamanan keamanan dan kerahasiannya;
dan 2. Petugas pelayanan memiliki kompetensi yang
Keselamatan memadai; dan
Pelayanan 3. Maklumat Pelayanan
14 | Evaluasi 1. Pelaksanaan evaluasi kinerja dilakukan
Kinerja secara berkala minimal setiap 3 (tiga) bulan
Pelaksana 2. Pelaksanaan  survei kepuasan untuk
perbaikan  dan peningkatan kinerja
pelayvanan

Binjai, 05 marél 2623

Pj. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
.. PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU

' /PINTUKOTA BINJAI

i J

.

HENY SRI DEWI SITEPU, SE, MSP

PEMBINA
NIP. 19770312 199602 2 001
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gurat l2in fisloteraply

STANDAR PLAY ANA
NO | KOMPONEN |~
PENYAMPAIAN LAYANAN

 Undang-(ing

NIZIN FISIOTERAPIS

 URAIAN

1. | Dasar Hukum 1

ang Nomor 11 Tahun 2020
entang  Cipea Kerfa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,

Tambahan  Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

+ Peraturan Pemerintan Nomor 5 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6617);

3. Peraturan  Menteri  Kesehatan Nomor

1363/menkes/sk/XIl Tahun 2001 tentang

Izin fisioterapis

2 I l’{.-n;yurntn_n T Surat Permohonan lzin fisioterapis
Fotocopy lzajah legalisir yang masih berlaku
Surat keterangan Berbadan Sehat

Pas Photo ,3x4, 2x3 (2 Lembar)

Rekomendasi dari Organisasi Profesi
Fotocopy KTP

Surat Pernyataan Tempat Kerja/Praktik
Rakemendasi dari Kepala Puskesmas di Wilayah

BN s woN e

Kerja Kota Binjai
9, Suratlzin atasan langsung ( Bagi PNS )
10. Fotocopy STR Legalisir (2 Lembar)

11. Foto kopi KPE (bagi PNS)
gertifikat Vaksin Covid 19 ke-1,2 dan 3

12. Fotocopy
3 | sist Pelayanan Iladir Langsung ke Ruang Pelayanan
stem
Mekanisme DPMPPTSP

e

dan Prosedur | ———

B Dipindai dengan CamScanner
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— e
T —— —
—
iryy iy . .

4, Jangka
Waktu

1. 30 menit untuk bantuan proses inpul
sejak mendapatkan pelayanan (data dukung

Pelayanan persyaratan sudah dalam bentuk file pdf).
Apabila file pendukung persyaratan belum
dalam bentuk pdf, waktu menyesuaikan
dengan lamanya waktu yang diperlukan untuk
proses scan dokumen.

2. Maksimal 7 hari untuk proses verifikasi dan
penerbitan  rekomendasi oleh  Dinas
Kesehatan.

3. 1 hari untuk verifikasi oleh Koordinator
Pelayanan Perizinan

4. 1 hari untuk proses penerbitan SK oleh
Backoffice DPMPPTSP.

5. 1 hari untuk proses validasi dan

ditandatangai oleh Kepala Dinas PMPTSP.

5. |Biaya/Tarif | Tidak ada biaya/tarif

(6. | Produk 1. Surat Izin fisioterapis
Pelayanan 2. Perpanjangan izin fisioterapis

Dipindai dengan CamScanner
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Sarana  dan |3

+ Ruang Poim———e iy —
Prasarang r ¢ B Pelayanan berpendingin
- Gawai/i,
danfatan (5 o "Phone/Whatsapp
© AN dan Kyrgj pyn,
Fasilitas Bau
4. Mesin antriap
5.
Kﬂmpumr{mmgp
6. Printer
'? u
*‘—‘———Hr.__%
Kompetensi 1. Memiljk; Pengetahuan . Perizinan
Pelaksana i an tentang
eTusaha Berdasarkan Peraturan Pemerintah
Nomar 5 Tahun 20321 tentang Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko;
2. Memiljk; Pengetahuan tentang persyaratan
izin fisioterapis
3. Memiliki kemampuan dan dapat
Mengoperasikan  Sistem Informasi  E-
Perizina n; dan
4. Memiliki kemampuan menyampaikan
informasi, bertanggung jawab dan santun
kepada pihak Yang memerlukan.
Pengawasan | 1 Dilakukan Secara berjenjang hingga di tingkat
Internal Pengawasan  Jabatan Pimpinan  Tinggi

Pratama;

2. Dilakukan sistem pengendalian internal
pemerintah dan pengawasan fungsional oleh
Inspektorat; dan

3. Dilakukan secara berkelanjutan.

Penanganan | 1. Secara Offline (Datang Langsung)
Pengaduan, 2. Secara Langsung (Online) :

Saran dan a. Surat ditujukan kepada Kepala DPMPPTSP
Masukan/ b. Website (Dpmpptsp.binjai.go.id)

Apresiasi c. E-Masyarakat Kota Binjai

d. Instagram: dpmppstp.binjai

Dipindai dengan CamScanner
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11 | Jumlah SOrang ———

Pelaksana
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12 | Jaminan B P et

ela
Pelayan yanan - diberilan secara profesional dan
g herta"ﬂﬁ“ngjaw:]h

1. Da
ta usaha dan data pelaku usaha dijamin

13 | Jaminan

Keamana
: n keamanan dan kerahasiannya;

an 2. P

etugas pelayanan memiliki kompetensi yang
Keselamatan memadai; dan
- Ef:;ii:im 3. Maklumat Pelayanan

Ki 1 Pelaksanaan evaluasi kinerja dilakukan

ine

ria secara berkala minimal setiap 3 (tiga) bulan

Pelaksana 2. Pelaksanaan  survei kepuasan  untuk

perbaikan  dan  peningkatan  kinerja
pelayanan

Binjai, 06 mart. 2023

Pj. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
- PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU

~ PINTU KOTA BINJAI

o i ¢

A

HENY SRI DEWI SITEPU, SE, MSP
PEMBINA
NIP. 19770312 199602 2 001

B Dipindai dengan CamScanner
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an Surat Terdafiar Pengobitan Tradisional

STANDAR PELAYANAN Sy

o

|1

1.

 KOMPONEN

"PENYAMPAIAN LAYANAN

Dasar Hukum

1. Undang-

. TTERDAFTAR PENGOBATAN TRADISIONAL
- URAIAN

—

Undang Nomor 11 Tahun 2020
lentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245.
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6617);

3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor

1076/Menkes/SK/VIl Tahun 2010 tentang
Permohonan Surat Terdaftar Pengobatan tradisional

Persyaratan

i L A AR o

Permohonan Surat Terdaftar Pengobatan tradisional
Surat Pernyataan

Fotocopy KTF yang Masih Berlaku

Pas Photo 4 X 6 cm sebanyak 2(dua) Lembar

Surat Keterangan Domisili dari Lurah/ Kepala Desa
Surat Pengantar Puskesmas

Surat Rekomendasi Dinas Kesehatan Kabupaten/
Kota

8. Surat Keterangan Magang dari Penyehat Tradisional

Senior

v

Mekanisme

dan Prosedur

Sistem Eelayanan Hadir Langsung ke Ruang Pelayanan

PMPPTSP

B Dipindai dengan CamScanner
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Jangka
Waktu

Pelayanan

1. 30 menituntuk bantuan proses inpmulai
sejak mendapatkan pelayanan (data dukung
persyaratan sudah dalam bentuk file pdf).
Apabila file pendukung persyaratan belum
dalam bentuk pdf waktu menyesuaikan
dengan lamanya waktu yang diperlukan untuk
proses scan dokumen.

2. Maksimal 7 hari untuk proses verifikasi dan
penerbitan  rekomendasi  oleh Dinas
Kesehatan,

3. 1 hari untuk verifikasi oleh Koordinator
Pelayanan Perizinan

4. 1 hari untuk proses penerbitan SK oleh
Backoffice DPMPPTSP.

5. 1 hari untuk proses validasi dan

ditandatangai oleh Kepala Dinas PMPTSP.

Biaya/ Tarif

Tidak ada biaya/tarif

o/

Produk
Pelayanan

1. Permohonan Surat Terdaftar Pengobatan

tradisional

2. Perpanjangan Permohonan Surat Terdaftar

Pengobatan tradisional

Dipindai dengan CamScanner
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ana 7
g | sara an | 1. Ruang Pelayanan berpendingin
prasarana 2. GawalfHandphunefWhatsaﬂp
dan/atau 3. Ruang dan Kursi Tunggu
[asilitas 4. Mesin antrian
5. Kumputerﬂ.aptop
6. Printer
?
. e Jaringan Internet |
< L. Memiliki pengerahuan tentang Perizinan
Pelaksana Berusaha Berdasarkan Peraturan Pemerintah

Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko;

2. Memiliki pengetahuan tentang persyaratan
Permohonan Surat Terdaftar Pengobatan tradisional

3. Memiliki kemampuan dan dapat
mengoperasikan  Sistem  Informasi  E-
Perizinan; dan

4. Memiliki kemampuan menyampaikan
informasi, bertanggung jawab dan santun
kepada pihak yang memerlukan.

9 | Pengawasan | 1.Dilakukansecara berjenjang hingga di tingkat

Internal pengawasan Jabatan Pimpinan Tinggi

Pratama;

2. Dilakukan sistem pengendalian internal
pemerintah dan pengawasan fungsional oleh
Inspektorat; dan

3. Dilakukan secara berkelanjutan.
10 | Penanganan | 1. Secara Offline (Datang Langsung)

Pengaduan, 2. Secara Langsung (Online) :

Saran dan 2. Surat ditujukan kepada Kepala DPMPPTSP
Masukan/ b. Website (Dpmpptsp.binjai.go.id)

¢. E-Masyarakat Kota Binjai

Apresiasi

d. Instagram: dpmppstp.binjai

Dipindai dengan CamScanner
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pelaksana o .
<3 | Jaminan M
12 Yanan diberikan secar.
Pelayanan bnm“mng]aw ” a profesional dan
a
____...-o—"'
7 | Jaminan 1. D
l Keamanan kﬂta Hsaha dan data pelaky usaha dijamin i
d Famanan dan "‘Emhasiannya*
an & Pgt-ugas :
Pelayanan i
Keselamatan memadaf; i memiliki kompetensi yang
Pelayanan 3. :
,ﬁ—-——}m————-—ﬁmluas{ : r;:;umat Pelayanan
inaie . Sanaan  evaluasj kinerja dilakukan
Secara berkala minimal seti i
ap 3 (t bulan
Pelaksana Paeg) Dula

T

-‘_‘_"_-\__'_-.

2, Pe
laksanaan survei kepuasan untuk

Perbaikan  dan peningkatan  kinerja

Pelayanan _

Binjai, o6 mafel 2023

Pj. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
'PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU
_/PINTU KOTA BINJAI

-

[
o A

HENY SRI DEWI SITEPU, SE, MSP
PEMBINA
NIP. 19770312 199602 Z 001

B Dipindai dengan CamScanner
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Vv T e

i praktik Terapis Gigh & Muly
t il

ﬁll
i

STANDAR meﬁ:@m\n SURAT TZIN PRAKTIK TERAPIS G161 & MULUT
0 | KOMPONEN | e g —
FEwﬁﬁFﬁiﬁumu =on

_'____——-—_'__-__'-____—“—\—____ —— —
fi:” Dasar Hukum |1, Hndang-undang Nomor 11 Tahu;'—ﬁz'_{r

tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomar 6573);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6617);

3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20
Tahun 2016 tentang izin praktik terapis gigi &
mulut

Surat permohonan izin praltik terapis gigi & mulut

Fotocopy ljazah

Fotocopy STR legalisir yang masih berlaku

Fotocopy KTP [ 2 Lembar )

Surat Pernyataan Tempat Kerja/Praktik

2 | Persyaratan

Rekomendasi dari Organisasi Profesi

Pas Photo ,3x4, 2x¢3 (2 Lembar)

Data sarana dan Inventarisasi peralatan dan denah

lokasi ( bagi praktik perawat )

g, Surat keterangan Berbadan Sehat

10. Rekomendasi dari Kepala Puskesmas di Wilayah
Kerja Kota Binjai (Bagi Praktik Man diri)

11. Surat Izin atasan langsung [ Bagi PNS )

19, Fotacopy KPE ( Bagi PNS)

13. Fotocopy Sertifikat Vaksin Covid 19 Ke- 1,2 dan 3

14. Fotocopy lzin Operasional Sarana Kesehatan

L e ke R Pelayanan
3 | Sistem Pelayanan Hadir Langsung ke BHans ¥

Melanisme nPMPPTSP

o T

. |danProsedur | = —

B Dipindai dengan CamScanner
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Jangka 1. 30 menituntuk bantuan proses input dimulai

Waktu Sejak mendapatkan pelayanan (data dukung

Pelayanan Persyaratan sudah dalam bentuk file pdf).
Apabila file pendukung persyaratan belum
dalam bentuk pdf waktu menyesuaikan
dengan lamanya waktu yang diperlukan untuk
proses scan dokumen.

2. Maksimal 7 hari untuk proses verifikasi dan
penerbitan  rekomendasi oleh  Dinas
Kesehatan.

3. 1 hari untuk verifikasi oleh Koordinator
Pelayanan Perizinan

4. 1 hari untuk proses penerbitan SK oleh
Backoffice DPMPPTSP.

5. 1 hari untuk proses validasi dan
ditandatangai oleh Kepala Dinas PMPTSP.

Biaya/Tarif | Tidak ada biaya/tarif

Produk 1. Suratizin praktek terapis gigi & mulut
Pelayanan 2. Perpanjangan Surat izin praktek terapis gigi &
mulut

Dipindai dengan CamScanner
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(g, | Sarana  day

Ruap -
- B Pelayanan i
Prasarana 2. “uw;““ Iy ]ﬂnhnrnmmnm“
Pho
dan/atau 3 lui‘lhgd . ne/Whas app
Fasilitas 4. M ursi Tup
Kumputﬁ"fl-apmp
6 Printer
";3"'_' Kompetensi 1 :::ii?;:ilntemet
Pelaksana Be i BT::EEEEhuan tentang Perizinan
usa a

1zin prakeek terapis

gi & mulut
3. Memilik;

kemampuan dan dapat
MEﬂgﬂmesikan Sistem
Perizinan; dan

4. Memiliki

Informasi E-

kemampuan menyampaikan
informasi, bertanggung jawab dan santun
kepada pihak yang memeriukan.

9 | Pengawasan | 1. Dilakukan secara berjenjang hingga di tingkat
Internal pengawasan  Jabatan Pimpinan  Tinggi
Pratama;

2. Dilakukan sistem pengendalian internal

pemerintah dan penpgawasan fungsional oleh
Inspektorat; dan

3. Dilakukan secara berkelanjutan.
10 | Penanganan | 1. Secara Offline (Datang Langsung)

Pengaduan, 2. Secara Langsung (Online) :
Saran dan a. Surat ditujukan kepada Kepala DPMPPTSP

Masukan/ b. Website (Dpmpptsp.binjai.go.id)

Apresiasi c. E-Masyarakat Kota Binjai

d. Instagram: dpmppstp.binjai

Dipindai dengan CamScanner
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o li _--itl-mlah

Pelaksana

,_i.i-— Jaminan

Pelayanan

13 | Jaminan
Keamanan
dan

Keselamatan

P s
Pelayanan diberikan >

| Pertanggungiawan
1.

ecara profesional dan

Data y
. saha dap data pelaku usaha dijamin
€amanan day kerahasiannya;

Pety
63s pelayanan memjiliki kompetensi yang
Memadai; dan

|| Pelayanan 3. Maklumat pel, anan
14 E':IalUi::'Sl 1. Pelaksanaan evaluasi kinerja dilakukan
Kinerja Secara berkala minimal setiap 3 (tiga) bulan
Pelaksana 2. Pelaksanaan  syrye kepuasan  untuk
perbaikan  dan  peningkatan  kinerja
] pelayanan

Binjai, 06 mare, 2022

Pj. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN

_PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU
_PINTUKOTA BINJAI

HENY SRI DEWI SITEPU, SE, MSP
PEMBINA
NIP. 19770312 199602 2 001

B Dipindai dengan CamScanner
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i prakuik Tenaga Teknjg Kefarmgsg,
o o

GTANDAR PELAYANAN SURAT 700 PRARTIK 1
EN

‘70 | KOMPONEN — '
FENYAMPAIAN LAVANAN — —— _ (AIAN
"'i“"# pasar Hukum Tx‘-—\_____

- Undanga.

. ang. Undang Nomor 11 Tahun 2020
Dang  Cipta Kerja
Republik Indonesia Tap
Tambahan

(Lembaran Negara
un 2020 Nomor 245,

Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

2. Pe :
Taturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021

tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar
6617);

3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31
Tahun 2016 tentang izin praktik tenaga Teknis
Kefarmasian

2 |Persyaratan |1 Surat permohonan izin praktik temaga teknis
kefarmasian

2. Fotocopy ljazah legalisir

3. Fotocapy STRA legalisir

4. Surat pernyataan mempunyai tempat praktik profesi
atau surat keterangan dari pimpinan fasilitas
pelayanan kefarmasian

5. Surat Izin atasan langsung [bagi PN5)

6. Surat Rekomendasi dari Organisasi Profesi

7. Pas foto berwarna ukuran 3X4, 2x3 sebanyak 2 (dua)

lembar
8. Foto copy SIPA Kesatu (untuk pengajuan SIPA Kedua

dan Ketiga)
9. Foto copy SIPA Kedua (untuk pengajuan SIPA Ketiga)

10. Fotocopy KPE (bagi PNS)
11. Surat keterangan berbadan sehat

12.FCKTP
= 13, Fotocopy Sertifikat Vaksin Covid 19 ke-1,2 dan 3
—_—

B Dipindai dengan CamScanner
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il

Mekanisme
dan Prosedur

Jangka
Waktu
Pelayanan

Biaya/Tarif

1. 30 menituntuk bantuan proses input dimulai
sejak mendapatkan pelayanan (data dukung
persyaratan sudah dalam bentuk file pdf).
Apabila file pendukung persyaratan belum
dalam bentuk pdf, waktu menyesuaikan
dengan lamanya waktu yang diperlukan untuk

proses scan dokumen.

2. Maksimal 7 hari untuk proses verifikasi dan
penerbitan  rekomendasi  oleh  Dinas
Kesehatan.

2. 1 hari untuk verifikasi oleh Koordinator
Pelayanan Perizinan

4. 1 hari untuk proses penerbitan SK oleh
Backoffice DPMPPTSP.

5. 1 hari untuk proses validasi dan
ditandatangai oleh Kepala Dinas PMPTSP.

| e
Tidak ada biaya/tarif

e

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

Produk

0. L. Surgy fai
Pelayanan " Prakio
v 2.1 t'l‘lmnh “ga tekni kafarmasian
BN Surgy 15
1 s -t llnfarmaman Tl fzin Prakiek tenaga teknis
Sarana an e N
7. Rl.Iang th}'ﬂ'l‘lan h_e______h _ ]
Prasarana 2. Gawsa "Pendingin
aly andphune},w
dan/atau 3. Ru hatsapp
- ﬂllg dal"l Humi Tﬂﬂggu
tas
Fasili +. ME‘SEI‘] antriay
K“"‘p“t’erﬂ.-apmp
6 Printer
7. larin
-_.__—‘___-—q
B | Kompetensi |7 Mﬂmiﬁ::ilntemﬂ
Pelaksana Be Pengetahuan tentang Perizinan
rus
N aha Berdasar kan Peraturan Pemerintah
om
°F 5 Tahun 2021 tentang Perizinan
Eerusaha Berbasig Risiko:
2, iliki
Fem'i’kl Pengetahuan tentang persyaratan
1Zin praktek tenaga teknis kafarmasian
3- Memiliki kemampuan dan dapat
Mmengoperasikan  Sistem Informasi  E-
Perizinan; dan
4. Memiliki  kemampuan menyampaikan
informasi, bertanggung jawab dan santun
kepada pihak vang memerlukan.
9 | Pengawasan 1. Dilakukan secara berjenjang hingga di tingkat
Internal pengawasan Jabatan Pimpinan Tinggi
Pratama;
2. Dilakukan sistem pengendalian internal
pemerintah dan pengawasan fungsional oleh
Inspektorat; dan
3. Dilakukan secara berkelanjutan.
10 Penanganan | 1. Secara Offline (Datang Langsung)
Pengaduan, | 2. Secara Langsung (Online) :
e Aans a. Surat ditujukan kepada Kepala DPMPPTSP
Masukan/ b. Website (Dpmpptsp.binjai.go.id)
> ta Binjai
Apresiasi c. E-Masyarakat Ko - j _
d. Instagram: dpmppstp.binjai
e—

B Dipindai dengan CamScanner
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AL |
12

13 |

Jumlah
Pelaksana
Jaminan
Pelayanan
Jaminan
Keamanan
dan
Keselamatan

Pelayanan

14

Evaluasi
Kinerja
Pelaksana

=

Pelayanan ~Giberi
bertanggun

5 Df‘ang

N secary profesional dan
Eiawab

1. Dary
. Usaha dan garg Pelaku usaha dijamin
! Peamanan dan kerahasiannya;
- Petugag Pelayanap memiliki ko
Memadai; dan

3. Maklumat?ela anan
. Pelaksanaan evaluasj

mpetensi yang

kinerja dilakukan
sSecara berkala minimal setiap 3 (tiga) bulan

2. Pelaksanaan survei  kepuasan  untuk

Perbaikan  dap Peningkatan  kinerja

pelayanan

Binjai, 0& moret 2023

Fj. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
- PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU
PINTU KOTA BINJAI

-

HENY SRI DEWI ﬁTEPH, SE, MSP
PEMBINA
NIP. 19770312 199602 Z 001
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g lein Radiografer

NO KOMPONEN

P

ENYAMPAIAN LAVANAN — —— __ YRAIAN
1. | Dasar Hukum

1. Undang. NE Nomor———
t ang Undang Nomor 171 Tahun 2020
enta i
"E Cipta Keria (Lembaran Negara
Repubiiy Indope

sia Tahun 2020 Nomor 245,

Lembarap Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

Tambahap,

P .
€raturan PEmermtah Nomor 5 Tahun 2021

tentang Penyelenggaraan perizinan Berusaha
Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik
Indonesig Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6617);

3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor

357/ Menkes/per/vTahun 2006 tentang izin
Radiografer

2 Persyaratan

Suraﬁhunan surat izin radiographer
Fotocopy ljazah Legalisir

Fotacapy STR legalisir yang masih berlaku
Surat keterangan berbadan sehat

Pas photo 3x4, 2x3 (2 lembar)
Relkomendasi dari organisasi profesi
Fotocopy KTP

Surat Pernyataan Tempat Kerja / Praktik

BN o W N

Rekomendasi dari kepala puskesmas di wilayah
kerja kota Binjai

10. Surat ijin atasan langsung (Bagi PNS)

11. Fotocopy KPE (Bagi PNS)

12. Fotocopy Sertifikat Vaksin covid ke 19 1,2 dan 3
13. Fotocopy lzin Operasional Sarana kesehatan

?ﬁﬁgis‘:‘._em Pelayanan Hadir Langsung ke Ruang Pelayanan
Mekanisme |[DPMPPTSP
K dan Prosedur

B Dipindai dengan CamScanner
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Jangka

1. 30 menit untuk bantuan proses input dmulal

Waktl sejak mendapatkan pelayanan (data dukung
Pelayanan persyaratan sudah dalam bentuk file pdf).
Apabila file pendukung persyaratan belum
dalam bentuk pdf, waktu menyesuaikan
dengan lamanya waktu yang diperlukan untuk
proses scan dokumen.
2. Maksimal 7 hari untuk proses verifikasi dan
penerbitan rekomendasi oleh Dinas
Kesehatan.
3. 1 hari untuk verifikasi oleh Koordinator
Pelayanan Perizinan
4. 1 hari untuk proses penerbitan SK oleh
Backoffice DPMPPTSP.
5. 1 hari untuk proses validasi dan
ditandatangai oleh Kepala Dinas PMPTSP.
Biaya/Tarif | Tidak ada biaya/tarif
Produk 1. Surat izin radiografer
Pelayanan 2. Perpanjangan Surat izin radiografer

——

Sarana dan

Prasarana

—

1. Ruang Pelayanan berpendingin
2. Gawai/Handphone/Whatsapp

Dipindai dengan CamScanner
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poo

4

el a;'_‘}‘ii;;j ) t! '{I e = - -
wlka |a"
Fasilitas i dan Kupyg Tungy
4. Mesip antrian
5. l{umpul'urﬂ.amup
6. Printer

7. Jaringan Internet

[—————
ompetensi |1, M i
g | Kompe emiliki - pengetahuan tentang Perizinan

ana
pelaks Berusaha Berdasarkan Peratiran Pamerintih

Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko;

2. Memiliki Pengetahuan tentang persyaratan
izin radiografey

3. Memiliki kemampuan dan dapat
mengoperasikan  Sistem  Informasi E-
Perizinan; dan

4. Memiliki  kemampuan  menyampaikan
informasi, bertanggung jawab dan santun
kepada pihak yang memerlukan.

9 |Pengawasan | 1.Dilakukan secara berjenjang hingga di tingkat
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Surat Keterangan Sehat dari dokter yang memiliki
SIp
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Kedua dan Ketiga)

9. Foto copy SIPA Kedua (untuk pengajuan SIPA
Ketiga)

10. Fotocopy KPE (bagi PNS)

11. Surat keterangan berbadan sehat

12. FCKTP
13. Fotocopy Sertifikat Vaksin Covid 19 ke-1,2 dan 3

14. Izin Dperasiunal Sarana Kesehatan

"“--_._,______ R

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

T

'S T Gistem
Mgknnisme
dan Prosedur
T_f.m__gka 1. 30 menituntuk bantuan proses inputdimulai
Waktu sejak mendapatkan pelayanan (data dukung
Pelayanan persyaratan sudah dalam bentuk file pdf).
Apabila file pendukung persyaratan belum
dalam bentuk pdf waktu menyesuaikan
dengan lamanya walktu yang diperlukan untuk
proses scan dokumen.
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1 hari untuk proses penerbitan SK oleh
Backoffice DPMPPTSP.

1 hari untuk proses validasi dan
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Perbaikan  gap

pelayanan

peningkatan  kinerja

Binjai, o6 mord 2023

Pj. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU
- PINTU KOTA BINJAI

i -

e o

" HENY SRI DEWI SITEPU, SE, MSP
PEMBINA
NIP. 19770312 199602 2 001
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gt i praktik elektromeis
fu

. STANDAR pg
N0 | KOMPON EN m"‘@—?—ﬂ'n_ﬂuh_l_lﬂﬂ'r PRA \

NO S I AKTIK ELEKTROMEDIS
PENYAMPAIAN mfiﬁ;\—ﬁm____
— T T T e —— -

[

Dasar Hukum I e ——
&  Undang G ang Nomor T Taros 3020
tentan i
B Cipta Kepa (Lembaran Negara
sla Tahun 2020 Nomor 245,

Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021
tentang FEH}'EIEnggaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6617);

3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45

Tahun 2015 tentang izin praktik elektromedis
Surat permohonan surat izin praktik elektromedis
2. fotocopy ijazah yang dilegalisir 2 Lembar
Fotocopy STR-E atau STR-E sementara bagi tenapga
kesehatan warga negara asing dilegalisir;

2 Persyaratan |1,

4.  Surat keterangan berbadan schat dari dokter yang
memiliki SIP;

5. Surat keterangan bekerja dari fasilitas pelayanan
kesehatan atau fasilitas kesehatan yang di bidang
kesehatan

6. Pas foto 3x4,2x3 sebanyak 2 (lembar);

7. Rekomendasi dari kepala Dinas kesehatan
Kabupaten/Kota atau pejabat yang ditunjuk;

B. Rekomendasi dan Organisasi profesi;

9. Foto KTP yang masih berlaku;

10. Surat izin atasan langsung (bagi PNS)

11. SIP sebelumnya (untuk perpanjang SIP);

12. Fotocopy KPE (bagi PNS);

13, Fotocopy Sertifikat Vaksin Covid 19 Ke- 1,2 dan 3

14. Fotocopy Jzin Operasional Sarana Kesehatan

"‘-..___'.._____ ————

B Dipindai dengan CamScanner
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Sistem
Mekanlsme
dan Prosedur

Pelayanan Hadir Langsung ke Ruang Pelayanan
DPMPPTSP

Jangka
Waktu

Pelayanan

1. 30 menit untuk bantuan proses inputdimulai
sejak mendapatkan pelayanan (data dukung
persyaratan sudah dalam bentuk file pdf).
Apabila file pendukung persyaratan belum
dalam bentuk pdf, waktu menyesuaikan
dengan lamanya waktu yang diperlukan untuk
proses scan dokumen.

P

2. Maksimal 7 hari untuk proses verifikasi dan

penerbitan  rekomendasi oleh  Dinas
Kesehatan,

3.1 hari untuk verifikasi oleh Koordinator
Pelayanan Perizinan

4. 1 hari untuk proses penerbitan SK oleh
Backoffice DPMPPTSP.

5. 1 hari untuk proses validasi dan
ditandatangai oleh Kepala Dinas PMPTSP.

Biaya/Tarif

Tidak ada biaya/tarif

Produk
Pelayanan

1. Suratizin praktik elektromedis
2. Perpanjangan Surat izin praktik elektromedis

Dipindai dengan CamScanner
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7.

o ————

Sarana
Prasarana
dan/atau
Fasilitas

———,
dan

1)
2,
3.
4.
5.

Ruang Pelayanan berpendingin
Gawal/Ha mlphunufWhalﬁnpp

Ruang dan Kursi Tunggu

Mesin antrian

Kumputerﬂ.aptnp

Printer

Jarinpan Internet

Kompetensi
Pelaksana

M &

- Memiliki pengetahuan tentang persyaratan

. Memiliki

. Memiliki

Memiliki pengetahuan tentang Perizinan
Berusaha Berdasarkan Peraturan Pemerintah
Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan

Berusaha Berbasis Risilko;

izin teknik elektromedis

kemampuan dan dapat

mengoperasikan E-

Perizinan; dan

Sistem  Informasi

kemampuan menyampaikan
informasi, bertanggung jawab dan santun

kepada pihak yang memerlukan.

Pengawasan

Internal

- Dilakukan secara berjenjang hingga ditingkat

. Dilakukan

. Dilakukan secara berkelanjutan.

pengawasan Jabatan Pimpinan

Tinggi
Pratama;

sistem pengendalian internal
pemerintah dan pengawasan fungsional oleh

Inspektorat; dan

10

Penanganan
Pengaduan,
dan
Masukan/

Apresiasi

Saran

- Secara Offline (Datang Langsung)
2. Secara Langsung (Online) :

a. Surat ditujukan kepada Kepala DPMPPTSP
b. Website (Dpmpptsp.binjai.go.id)

c. E-Masyarakat Kota Binjai

d. Instagram: dpmppstp.binjai

Dipindai dengan CamScanner
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11 | Jumiah 5 Orang
Pelaksana
12 | Jaminan Pelayanan diberikan secara profesional dan
Pelayanan bertanggungjawab
13 | Jaminan 1. Data usaha dan data pelaku usaha dijamin
Keamanan keamanan dan kerahasiannya;
dan 2. Petugas pelayanan memiliki kompetensi yang
Keselamatan memadai; dan
Pelayanan 3. Maklumat Pelayanan
14 | Evaluasi 1. Pelaksanaan evaluasi kinerja dilakukan
Kinerja secara berkala minimal setiap 3 (tiga) bulan
Pelaksana 2. Pelaksanaan survei kepuasan  untuk
perbaikan  dan peningkatan l'r.inel"ia
pelayanan

Binjai, o@ marit 2023

Pj. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU
PINTU KOTA BINJAI

HENY SRI DEWI SITEPU, SE, MSP
PEMBINA
NIP. 19770312 199602 2 001
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" surat [zin Pemangkasan dan Penebangan Pohon

STANDAR PELAYANAN SURAT 1ZIN PEMANGKASAN DAN PENEBANGAN POHON
NO | KOMPONEN
PENYAMPAIAN LAYANAN
1. | Dasar Hulkum

URAIAN

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6617);

2 |Persyaratan |1. Suratpermohonan suratlzin Penebangan Pohon;
2. [otocopy KTP;
3. Foto Pahon yang akan dipotong;

3 Sistem Pelayanan Hadir Langsung ke Ruang Pelayanan
Mekanisme  [DPMPPTSP
dan Prosedur

Dipindai dengan CamScanner
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Waktu
Pelayanan

Jangka |1,

. Maksimal 7 hari untuk proses verifikasi dan

5.

30 menituntuk bantuan proses Input dimulal
sejak mendapatkan pelayanan (data dukung
persyaratan sudah dalam bentuk file pdf).
Apablla file pendukung persyaratan belum
dalam Dbentuk pdf, waktu menyesuaikan
dengan lamanya waktu yang diperlukan untuk

proses scan dokumen,

penerbitan  rekomendasi  oleh Dinas
Kesehatan.

1 hari untuk werifikasi oleh Keordinator
Pelayanan Perizinan

1 hari untuk proses penerbitan SK oleh
Backoffice DPMPPTSP.

1 hari untuk proses validasi dan
ditandatangai oleh Kepala Dinas PMPTSP.

Biaya/Tarif |T

idak ada biaya/tarif

6. |Produk 1. Surat izin praktik elektromedis
Pelayanan 2. Perpanjangan Surat izin praktik elektromedis
7. Sarana dan 1. Ruang Pelayanan berpendingin
Prasarana 2. Gawai/Handphone/Whatsapp
dan/atau 3. Ruang dan Kursi Tunggu
Fasilitas 4. Mesin antrian
5. Komputer/Laptop
6. Printer
7. Jaringan Internet
Kompetensi 1. Memiliki pengetahuan tentang Perizinan
Pelaksana Berusaha Berdasarkan Peraturan Pemerintah

Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko;
Memiliki pengetahuan tentang persyaratan
izin teknik elektromedis
Memiliki kemampuan dan dapat
mengoperasikan  Sistem  Informasi E-
Perizinan; dan
Memiliki kemampuan menyampaikan

informasi, bertanggung jawab dan santun

kepada pihak yang memerlukan.

B Dipindai dengan CamScanner
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’ ::t:::: [ Dilakukan secara berjenjang hingga di tingkat
Pengawasan  jabatan Pimpinan  Tinggl
Pratama;
2. Dilakukan  sigtem pengendalian internal
Pemerintah dan pengawasan fungsional oleh
Inspektorat; dan
10 Pem%%%mm berkelanjutan.
Pengaduan, |2 Seca - [Datﬂng‘ )
Saran dan a s N 1‘3“35““3 o)
Masilkcasy b‘ ':"at ditujukan kepada Kepala DPMPPTSP
S egiin c- ) :‘bsll'e (Dpmpptsp.binjai.go.id)
~Masyarakat Kota Binjai
d. Instagram: dpmppstp.binjai
EolE
11 | Jumlah 5 Orang
Pelaksana
12 |Jaminan Pelayanan diberikan secara profesional dan
Pelayanan bertanggungjawab
13 |Jaminan 1. Data usaha dan data pelaku usaha dijamin
Keamanan keamanan dan kerahasiannya;
dan 2. Petugas pelayanan memiliki kompetensi yang
Keselamatan memadai; dan
Pelayanan 3. Maklumat Pelayanan
14 | Evaluasi 1. Pelaksanaan evaluasi kinerja dilakukan
Kinerja secara berkala minimal setiap 3 (tiga) bulan

Dipindai dengan CamScanner
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survei  kepuasan  untuk

peningkatan  kinerja

Binjaj

v 06 Morad 20z3

i -gﬂpﬂm DINAS PENANAMAN MODAL DAN
g p'E LAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU
I/~ PINTU lfﬂ_'m BINJAI

HENY SRI DEWI SITEPU, SE, MSP
PEMBINA

NIP. 19770312 199602 2001

B Dipindai dengan CamScanner
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. gayanan Konsultast dan Pengaggy, Perizinan

STANDAR PELAYAN LAY
NO | KOMPONAYA TASI DAN ll':m.inmmu PERIZINAN
A
pbm.-\MPMnN LM‘ANJ\N I —_N — -
1. [ Dbasar Hul 11 T e T T}
tam T ”““““H*Uminng Nomor 11 Tahun 2020
lentang  Cipta  Kerja (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tamhahan

ANAN KONSUI1

Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6617);

- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021

tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
di Daerah.

2 Persyaratan |1. Membawa Kartu Identitas/ Foto Copy KTP;

2. Membawa bukti dokumen/foto pengaduan;
3. Membawa surat kuasa apabila pelapor tidak
terdampak;

4. Mengisi Form Pengaduan.

3 Sistem Pelayanan Hadir Langsung ke Ruang Pelayanan
Mekanisme  [DPMPPTSP

dan Prosedur

B Dipindai dengan CamScanner
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— ——
r & Pengaduan bl
b. Konsultasi
4. Jangka 1. 30 menituntuk bantuan proses input dimulaj
Waktu sejak mendapatkan pelayanan (data dukung
Pelayanan persyaratan sudah dalam bentuk file pap),
Apabila file pendukung persyaratan belum

Dipindai dengan CamScanner
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W

dalam  bentuk  pdf, waktu mun}'usuil-lkaﬂ-
dengan lamanya waktu yang diperlukan untuk
proses scan dokumen,

2. Maksimal 60 harl untuk Identifikasl masalah

dengan menyesuaikan bobot permasalahan

dan penyclesaiannya.

3. 1 hari untuk Membuat laporan ke Atasan
langsung sebagai bentuk
pertanggungjawaban

4. 1 hari untuk Menandatangani laporan
aduan, sebagaibahan laporan ke atasan

langsung

5. 1 hari untuk Melakukan koordinasi dengan

pihak yang terkait
6. 1 hari untuk proses Membuat Berita Acara

Penyelesaian.

Biaya/Tarif | Tidak ada biaya/tarif
Produk 1. Layanan Konsultasi Perizinan
Pelayanan 2. Layanan Pengaduan
Sarana dan |1. Ruang Pelayanan berpendingin
Prasarana 2. Gawai/Handphone/Whatsapp
dan/atau 3. Ruang dan Kursi Tunggu
Fasilitas 4. Mesin antrian
5. Komputer/Laptop
6. Printer
7. Jaringan Internet
Kompetensi  |1. Memiliki pengetahuan tentang Perizinan
Pelaksana Berusaha Berdasarkan Peraturan Pemerintah

Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko;
Z. Memiliki pengetahuan tentang informasi
perizinan;
3. Memiliki kemampuan dan dapat
mengoperasikan Sistem SPAN LAPOR dan
Sistem E-Masyarakat Kota Binjai.
4. Memiliki kemampuan menyampailkan

informasi, bertanggung jawab dan santun

kepada pihak yang memerlukan,

B Dipindai dengan CamScanner
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1. Dilakukan secara berjenjang hingga di tingkat

’ :’:t:f::ﬂn pengawasan  Jabatan  Pimpinan  Tinggl
Pratama;
2.Dilakukan sistem pengendalian internal
pemerintah dan pengawasan fungsional oleh
Inspektorat; dan
ecara berkelanjutan.
10 | Penanganan f ?eﬂcaai:;lg?msne (Datang Langsung)
Pengaduan, | 2. Secara Langsung (Online) :
Saran  dan a. Surat ditujukan kepada Kepala DPMPPTSP
Masukan/ b. Website (Dpmpptsp.binjai.go.id)
Apresiasi ¢. E-Masyarakat Kota Binjai
d. Instagram; dpmppstp.binjai
11 | jumlah 1 Orang
Pelaksana
12 | Jaminan Pelayanan diberikan secara profesional dap |
Pelayanan bertanggungjawab
13 |Jaminan 1. Data usaha dan data pelaky usaha dijamin
Keamanan keamanan dan kerahasiannya;
dan 2. Petugas pelayanan memiliki kompetensi yang
Keselamatan memadai; dan
Pelayanan 3. Maklumat Pelayanan
S o s

Dipindai dengan CamScanner
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14

Evaluasi

Kinerja
Pelaksana

s .
1. Pelaksanaan evaluasi  kinerja dilakukan
Secara berkala minimal setiap 3 (tiga) bulan
2. Pelaksanaan  survei kepuasan  untuk

Perbaikan  dan  pepingkatan  kinerja

| Elaganan ]

. Binjai, oe marg, 2022
Pi- KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
- PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU
/ PINTUKOTA BINJAI
T it ]

-

HENY SR DEWI SITEPU, SE, MSP
PEMBINA

NIP. 19770312 199602 2 001

B Dipindai dengan CamScanner
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" Layanan Informasi

STANDAR PELAY
NO | KOMPONEN ALAYANAN ]HFI?::{ ;lslll -

PENYAMPAIAN LAYANAN

1. [D = S—
1 asar Hukum |1, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negard
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6617);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
di Daerah.
2 Persyaratan | 1. Membawa Kartu Identitas/ Foto Copy KTP
3 Sistem Pelayanan Hadir Langsung ke Ruang Pelayanan
Mekanisme |[DPMPPTSP
dan Prosedur
Ly
4, |Jangka 1. 15 menit untuk banwan memberikan
Walktu informasi yang diminta oleh pemohon;
Pelayanan
5. | Biaya/Tarif | Tidak ada biaya/tarif
% | Produk 1. Layananlnfurmasi Perizinan
Pelayanan
L e

Dipindai dengan CamScanner
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-

—
" :::::anad“ I”\uammhﬂmmdlnmn —
awal/Handphone/Whatsapp
dan/atau 3. Ruang dan Kk
Pstiling bt feae e IO
esin antrian
5. Komputer/ Laptop
6. Printer
7. Jarin
8 Kompetensi Mem?ﬁ:iln:f;:;:mhua“ tentang Perizinan
Pelaksana Berusaha Berdasarkan Peraturan Pemerintah
Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko;
2. Memiliki pengetahuan tentang informasi
perizinan;
3. Memiliki kemampuan dan dapat
mengoperasikan Sistem Informasi; dan
4, Memiliki kemampuan menyampaikan
informasi, bertanggung jawab dan santun
kepada pihak yang memerlukan.
9 |Pengawasan | 1.Dilakukansecara berjenjang hingga di tingkat
Internal pengawasan Jabatan Pimpinan Tinggi
Pratama;
2.Dilakukan sistem pengendalian internal
pemerintah dan pengawasan fungsional oleh
Inspekrorat; dan
2. Dilakukan secara berkelanjutan.
10 | Penanganan | 1. Secara Offline (Datang Langsung)
Pengaduan, | 2. Secara Langsung (Online):
Saran dan a. Surat ditujukan kepada Kepala DPMPPTSP
Masukan/ b. Website (Dpmppisp.binjai.go.id})
Apresiasi c. E-Masyarakat Kota Binjai
d. Instagram: dpmppstp.hinjai
1) | denganporimak
! Terkait
EREY
-

Dipindai dengan CamScanner
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—
11 | Jumlah 10rang i

Pelaksana
—-—;"___-__-_\——__._-—__________“_ g
1 Jaminan Pelayanan diberikan secara profesional dan
Pelayanan bertangpungjawab
13 | Jaminan 1. Data usaha dan data pelaku usaha dijamin 7
Keamanan keamanan dan kerahasiannya;
dan

2. Petugas pelayanan memiliki kompetensi yang

Keselamatan memadai; dan

= PEIE‘}’aﬂ_aﬂ 3. Maklumat Pelayanan —
Evaluasi 1. Pelaksanaan evaluasi kinerja dilakukan
Kinerja secara berkala minimal setiap 3 (tiga) bulan
Pelaksana 2. Pelaksanaan  survei kepuasan  untuk

perbaikan dan peningkatan kinerja

pelayanan

Binjai, og marw 2022

Pj. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
. 'PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU
* . PINTU-KOTA BINJAI

HENY SRI DEWI SITEP1J, SE, MSP
PEMBINA
NIP. 19770312 199602 2 001

B Dipindai dengan CamScanner
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34, pembinaan Penanamay Modal

_ STANDAR PELAYA
=0 K“*—UHFDWMMMMNMN PENANAMANMODAL

URAIAN

PENYAMPAIAN LAYANAN

L. | Dasarfiulum |1 Geas
um |17, Undang—Undang Nomor 11 Tahun 2020

ltentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6617);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
di Daerah.

2 | Persyaratan |1. Membawa Kartu Identitas/ Foto Copy KTP;

2. Surat Tugas dari Perusahaan;

3. Pelaku usaha yang belum melakukan migrasi
data ke 0SS RBA dan yang belum melaporkan
LEKPM.

3 Sistem Pelayanan Hadir Langsung ke Ruang Pelayanan
Mekanisme FDPMPPTSP

dan Prosedur

4. |Jangka 1. 1 hari untuk menyiapkan Data Pelaku Usaha
Waktu yang akan dilakukan Kegiatan Pembinaan;
i k Membuat
Pelayanan 2. 1 hari untuk Membuat Jadwal dan surat |

Dipindai dengan CamScanner
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5.

'__‘____-_u—"—-———.
Biaya/Tarif

Produk

Pelayanan

Sarana  dan

Prasarana
dan/atau
Fasilitas

By

3-

4.

._-'__-—-_____
Tidak ada biaya/tarif

1.
2.

—— !

umlunumfI‘i.-luknnhnnn Pembinaan kﬂi;‘]_""
Pelaly Usiahag

1 har Untuk pemberitahuan kepada Pelaku
Usaha Yang akan diikutkan
embinaan,

2 harj untukPelaksanaan
Pembinaan

keplatan

Kegiatan

Layanan Migrasi data 0SS RBA
Layanan Pembinaan penanaman Modal

Ruang Pelayanan berpendingin
Gawai/Handphone/Whatsapp
Ruang dan Kursi Tunggu
Mesin antrian
Komputer/Laptop

Printer

Jaringan Internet

Kompetensi
Pelaksana

BN o oA W N

Memiliki pengetahuan tentang Perizinan
Berusaha Berdasarkan Peraturan Pemerintah
Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko:

Memiliki pengetahuan tentang informasi
perizinan dan Penanaman Maodal ;

Memiliki
mengoperasikan Sistem Informasi; dan
Memiliki

informasi, hertanggung jawab dan santun

kemampuan dan dapat

kemampuan menyampaikan

kepada pihak yang memerlukan.

Pengawasan

Internal

10

Penanganan

Pengaduan,

—————

_Dilakukan secara berjenjang hingga di tingkat

. Dilakukan

3. Dilakukan secara berkelanjutan,
1 Secara Offline (Datang Langsung)

2 Secara Langsung (Online) :

|

pengawasan  Jabatan  Pimpinan  Tinggi
Pratama,;

gistem pengendalian  internal
pemerintah dan pengawasan fungsional oleh

Inspektorat; dan

B Dipindai dengan CamScanner
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—
Saran dan

P ——

Masukany A. Surat ditujukan kepada Kepala DPMPPTSP
Apresiasi b. Website (Dpmpptsp.binjai.go.id)
C. E-Masyarakat Kota Binjai
d. Instagram: dpmppstp.binjai
11 |jumlah — |z Orang
Pelaksana
12 |Jaminan Pelayanan diberikan secara profesional dan
Pelayanan bertanggungjawab
13 |Jaminan 1. Data usaha dan data pelaku usaha dijamin
Keamanan keamanan dan kerahasiannya;
dan 2. Petugas pelayanan memiliki kompetensi yang
Keselamatan memadai; dan
Pelayanan 3. Maklumat Pelayanan
14 | Evaluasi 1. Pelaksanaan evaluasi kinerja dilakukan
Kinerja secara berkala minimal setiap 3 (tiga) bulan
Pelaksana 2. Pelaksanaan  survei kepuasan  untuk
perbaikan dan  peningkatan  kinerja
pelayanan
Binjai, o6 moTel 2023
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_____STANDAR PELAYA

NO

KOMPONEN

PENYAMPAIAN LAYANAN

1.

Dasar Hulum

. pengawasan Penanaman Mogal

N PENGAWASAN PENANAMAN MODAL
URAIAN

— ]
=

]

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6617);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
di Daerah.

Persyaratan

1. Pelaku Usaha dengan tingkat risiko tertentu;

2. Pelaku usaha yang kewenangan perizinannya
di daerah kabupaten/kota;

3. Pelaku usaha dengan skala usaha tertentu;

4. Adanya laporan dari masyarakat

Sistem
Mekanisme
dan Prosedur

Jangka
Waktu

Pelayanan Hadir Langsung ke Ruang Pelayanan
DPMPPTSP

1. 1 hari untuk menyiapkan Data Pelaku Usaha

yang akan dilakukan Kegiatan Pengawasan;

il
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| Pelayanan

Biaya/Tarif

Produk

Pelayananp

Sarana dan

Prasarana
dan/atau
Fasilitas

12

1.
Z,
1.

M o e WON

1 harl untuk Membuat jadwal dan surat

4.

Tidak ada biaya/tarif

mPe]ayanan berpendingin
: GawaifHandphnnefWhal:sapp
- Ruang dan Kursi Tunggu

» Mesin antrian

- Komputer/ Laptop

undangan Pelaksanaan pengawasan kepada
Pelaku Usaha;

1 hari untuk pemberitahuan kepada Pelaku

Usaha yang akan dilakukan kegiatan
Pengawasan.
1 hari untuk Pelaksanaan Kegiatan

Pembinaan

Layanan Pengawasan Rutin
Layanan Pengawasan Insidental

Printer

laringan Internet

Kompetensi
Pelaksana

. Memiliki

. Memiliki

pengetahuan tentang Perizinan
Berusaha Berdasarkan Peraturan Pemerintah
Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko;
pengetahuan tentang informasi
perizinan dan Penanaman Modal ;

Memiliki
mengoperasikan Sistem Informasi; dan

Memiliki kemampuan menyampaikan
informasi, bertanggung jawab dan santun

kemampuan dan dapat

kepada pihak yang memerlukan.

Pengawasan

Internal

Tl

- Dilakulkan secara berjenjang hingga di tingkat

. Dilakukan

. Dilakukan secara berkelanjutan.

pengawasan Jabatan Pimpinan Tinggi
Pratama;

sistem pengendalian internal
pemerintah dan pengawasan fungsional oleh

Inspektorat; dan

Penanganan
Pengaduan,

Saran dan

1. Secara Offline (Datang Langsung)

. Secara Langsung (Online) :

a. Surat ditujukan kepada Kepala DPMPPTSP
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i .

Masukan, |

b. Wehsite [Iipmpplsp.hlnlnl.gu.hl}

Apresias|
¢ E-Masyarakat Kot Binjal
d, Instagram: dpmppstp.binjal
11 | Jumlah 2 Orang
Pelaksana
12 | Jaminan Pelayanan diberikan secara profesional dan
Pelayanan bertanggungjawab
13 | Jaminan 1. Data usaha dan data pelaku usaha dijamin
Keamanan keamanan dan kerahasiannya;
dan

Keselamatan

2. Petugas pelayanan memiliki kompetensi yang
memadai; dan

Pelayanan 3. Maklumat Pelayanan

14 | Evaluasi 1. Pelaksanaan evaluasi kinerja dilakukan
Kinerja secara berkala minimal setiap 3 (tiga) bulan
Pelaksana 2. Pelaksanaan  survei kepuasan  untuk

perbaikan dan peninglkatan kinerja

pelavanan

Binjai, o6& maral Z0215
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LAMPIRAN 11

KEPUTUSAN KEPALA Dy NAS

PENANAMAN

MODAL AN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

SATU PINTY KOTA BINjAL
NOMOR

TANGGAL

* Coo. (.7.2
“ ok Marel 2p24

~204.1 x| Takun 2p23

| UNTAN [-;rll,ll B

AR PELAYA
LPADU SATU PIMTU
lalan Jambi Ng, 3 Binjsi Solaran 20723

HHIAL

PERTZIVAR

DENGAN

MENYELENGGARARAN

MENEPATI JANJT 1N,

PERATURAN PE]IUNBANG—UHDAHGHH YANG BERLARD

KEPALADIMAS FENANAMAN MODAL DAM
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
oy,

KAMI siap

i

5

2 6‘%\-\(
&
A BENY i DEWI SITERU SE., MsP

NIP. 19770312 199402 20m

BINIAL
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